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MOTTO

‘“Barang siapa yang beriman kepada Allah,

Allah akan memimpin hatinya.” (QS. At Taghaabun : 11)

“Jagalah Allah, nisqaya Dia akan menjagamu,

Jagalah Allah tentu kamu akan mendapatkan-Nya berada di hadapanmu,
Kenalilah Dia selagi karnu dalam masa senang,

te-n-tu-I;ia akan mehgen;lﬁ-t-nu dalam masa susah.

Jika kamy mem‘ohon', bermohonlah kepada Aliah

Dan jika kamu meminta pertolongan, mintakanlah kepada Allah.” (HR Ahmad).

"Perhatikanlah hatimu karena ia akan menjadi fikiranmu,
Perhatikanlah fikiranmu karena ia akan menjadi perkataanmu,
Perhatikanlah perkataanmu karena ia akan menjadi perbuatanmu,
Perhatikanlah perbuatanmu karena ia akan menjadi kebiasaanmu,
Perhatikanlah kebiasaanmu karena ia akap menjadi karaktermu,

Dan Perhatikanlah karaktermu karena ia akan menjadi lintasan hatimu.”

(Daarut Tauhid)
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ABSTRAK

Nama : Anna Firman
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Undian Gratis Berhadiah

Penyelenggaraan undian gratis berhadiah merupakan ajang promosi yang
dilakukan oleh para pelaku usaha, dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan
produk-produk tertentu. Untuk mencegah dampak negatif yang akan timbul di
masyarakat dari penyelenggaraan undian gratis, maka setiap penyelenggaraan undian
tersebut harus mendapat izin terlebih dahuludari Menteri Sosial sebagaimana yang
diatar dalam UU Nomer 22 Tahun 1954 tentang Undian. Guna menghindari
munculnya tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan, maka penyelenggaraan undian
gratis harus dilakukan dihadapan Notaris dengan disaksikan oleh pejabat Departemen
Sosial dan/atau instansi sosial Provinsi serta Kepolisian setempat. Keberadaan
Notaris adalah selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik
mengenai pelaksanaan undian gratis berhadiah, yang mempunyai kekuatan
pembuktian yang terkuat dan sempurna. Bagaimana peran notaris serta_kedudukan
akta yang dibuatiya berkaitan dengan penyelenggaraan undian eratis berhadiah

menjadi suatu pokok permasalahan yang menjadi dasar penulisan ini. Penelitian ini
dilakukan dengan metode kepustakaan yaitu dengan cara menganalisa bahan-bahan

hukum primer berupa peraturan perundang yang mengatur tentang Undian serta UU

Jabatan Notaris, bahan hukum sekunder, tertier serta dilengkapi dengan wawancara
kepada Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial (PPSDS),
Departemen Sosial R.1., dan Notaris yang sering membuat akta undian gratis yaitu
Bapak Imran Tlyas,S.H., Notaris Jakarta Pusat dan Bapak Risbert,S.H., Notaris
Jakarta Selatan. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan dar analisa adalah Notaris
selaku pejabat umum berwenang membuat akta otentik mengenai pelaksanaan undian
gratis berhadiah dalam bentuk Benta Acara Penyegelan dan/atau Berita Aeara
Penarikan scbagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI. Nomor
14A/HUK/2006 tentang Jzin Undian “jo. Keputusan Menteri Sosial Nomor
73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian lzin dan Penyelenggaraan
Undian Gratis. Berita acara Notaris terssbut mempunyai kedudukan yang sangat
penting sebagai pelegalisasian pelaksanaan undian gratis berhadiah dalam tahap
penyegelan dan/atau pengundian hadiah. Dimana tanpa dibuatnya berita acara secara
notariil, maka penyegelan dan/atau pengundian hadiah dinyatakan tidak sah. Akan
tetapi, dalam hal tidak ada Notaris atau Notaris berhalangan hadir dengan alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan, maka berita acara penyegelan dan/atau berita
pengundian dibuat oleh pejabat Departemen Sosial dan kemudian Notaris membuat
Pemyataan Keputusan Rapat undian berdasarkan berita acara yang dibuat olch
pejabat Departemen Sosial tersebut.

Kata kunci:
Notaris, undian gratis berhadiah.
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ABSTRACT

Name : Anna Firman
Programme  : Master of Notary
Title : Notary Role in Making The Certification of Free Prize Lottery

The implementation of free prize loftery is a promotion movement conducted
by several business agents, in this case the businessmen or producers, which goal is to
increase the marketing of certain products. To prevent any negative impact which
could emerge in the society, each of the implementation should acquire an
authorization from the Minister of Social Affairs as it has been officially set in the
Regulation Number 22 Year 1954 about lottery. The implementation of free prize
lottery is conducted directly or indirectly according to the authorization given. To
avoid the emergence of any accusation from the losing side, therefore the
implementation of free prize lottery must be done right in front of the Notary and
testified by the ﬂmctmnary of Social Dq:arlment and/or Social Institution in pmvmce
and also the local police. The Notary existence is as a public functionary who is in

charge of making an authentic certification of the implementation of free prize lottery

“Which hia & strong authentifiation, the strongest and the most perfect one. How does
the notary role and the state of certification he/she made is interrelated with the
implementation of free prize lottery has become the fundamental problems of this
.writing. This research is done with bibliography method that is by analyzing the
substances of the primary law in the form of legislation regulation that organize about
lottery and secondary law substances, and also supported by field research by
interviewing the institution of the Directorate of Gathering and Management of Social
Fund Source (PPSDS), Social Department of RI, and notary which often make the free
prize lottery eertificate that are Mr Imran Ilyas, SH and Mr. Risbert,;S.H. The
conclusion obtained from the analysis the researcher had made is that the Notary as
the public functionary who has authority in making an authentic certification of the
realization of the lottery prize in.the form of official report of sealing and/or official
report of withdrawal as it required in Social Minister of RI regulation no
14A/HUK/2006 about Lotiery License. The official report of the Notary has a very
significant position as the legalization of the implemeniation of free prize lottery in
sealing and/or withdrawal phase. Whereas, without making the official written report
(notariil), so the sealing and/or withdrawal of the prize are declared to be invalid. But,
if there is no notary or the notary cannot come, than the realization of the lottery prize
in the form of official report of sealing and/or official report of withdrawal is made by
Social Departmen of R.I, and than notary make the Statement of Decision in lottery
result based on the realization of the lottery prize in the form of official report of
sealing and/or official report of withdrawal which made by the Departmen.

Password :
Notary, free prize lottery,
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BABI

PENDAHULUAN

A.  LATAR BELAKANG

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dewasa ini menimbulkan iklim
usaha yang kompetitif dimﬁm para pelaku ekonomi. Para pelaku ekonomi dalam hal
ini produsen atau perusahaan berusaha secara maksimal untuk melakukan promosi
‘akan_produk-produk . yang- dihasilkanya,-baik-berups ‘barang atan jasa, Tujuannya
tidak lain adalah agar konsumen (masyarakat) tertarik antuk menggunakan barang
(produk) dan jasa yang dihasilkan. Salah satu cara untuk menarik’ minat konsumen
agar membeli atau menggunakan barang (produk)- dan jasanya; maka para pelaku
ekonomi (produsen/perusahaan) tersebut menawarkan beragam hadiah dan bonus
yang bisa didapatkan oleh pengguna atau masyarakat dengan cara mengadakan
undian gratis berhadiah.

Akhir-akhir ini marak kita sak51kan penyelenggaraan undian gratis berhadiah,
baik melalui media elektronik maupun media cetak. Penyelenggaraan undian gratis
berhadiah melalui media elektronik yang sering kita saksikan, seperti mengikuti kuis
tanya jawab wuntuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dengan cara
mengirimkan pesan singkat atau sms (short massage service), undian berhadiah yang
diselenggarakan oleh bank-bank dengan cara mengajak nasabah untuk menil-lgkatkan

saldo sehingga berpeluang untuk mendapatkan hadiah milyaran rupiah, serta ada juga
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penyelenggaraan undian berhadiah melalui medie cetak seperti pengiriman
bungkusan produk atau kupon berhadiah melalui jasa Pos Indonesia,

Mengadakan undian gratis merupakt.m salah satu kcgi‘alan yang sangat disukai
oleh khalayak luas untuk mendapatkan keuntungan. Jika dilihat dari sisi pihak
penyelenggara undian, mengadakan undian merupakan cara yang mudah untuk
memperoleh jumlah vang yang diperlukmmya. Sedangkan dari pihak lain, para
peserta mempunyai harapan untuk met;iperoleh hadiah yang jauh lebih tinggi
nilainya dibandingkan dengan jumlah uang yang dikeluarkannya untuk menjadi
peserta dalam undian gratis itu. Untuk itu, dcrni- menjaga kepentingan umum
sehingga tidak mefifmbulkan kerugian diantara kedua belah pihak, diperlukan
perhatian dan pengawésan dari pemerintah dalam rangka ' |
a | menjamin agar pengusaha undian ‘menepati janji-jenjinya terhadap para

pe-serta undian; -

b. menjamin agar vang yang didapat dari mengadékan undian itu, dipakai untuk
tujuan yang telah ditentukan tc;l.ebih dahulu;

c. mencegah munculnya banyak suratkupon undian yang diedarkan dalam
masyarakat, yang dapat menimbulkan keburukan-keburukan sosial.

Ada dua jenis undian berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1954 tentang Undian, yaitu undian murmi atau dengan nilai nominal dan
undijan gratis. Sedangkan mekenisme atau tata cara pelaksanaan undian gratis yang
saat ini dikenal oleh m;asyarakat yaitu sistem Undian Gratis Berhadiah Langsung,

yaitu sistem undian yang penentuan pemenang hadiahnya dilakukan secara langsung

' Memori Penjelasan Mengensi Undang-Undang Nomor 22 Tabun 1954 tentang Undian.
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dengan cara menggosok/mengerik atan cara lain yang hadiahnya dapat langsung
diketahui dan sistem Undien Tidak Langsung (SUTL), yaitu sistem undian yang
penentuan pemenangnya dilakukan secara tak langsung atau dengan diundi.2.

Terdapat berbagai bentuk undian ymé ditawarkan tersebut, namun yang pasti
setiap ﬁenyelenggaraamya harus mengikuti regulasi dan tata cate yamg telah
ditetapkan oleh pemerintah, Dalam hal ini, Departemen Sosial Republik Indonesia
(R.1) melalui Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial
(PPSDS) mempunyai kewenangan dan telah melakukan beberapa kebijakan
mengenai masalah sosial khususnya yang berkaitan dengan perijinan undian
tersebut’, . ..

Menurut ketentuan yang ada, bahwa setiap penyelenggaraan undian baik

yang datangnya dari Indonesia maupun dari Luar Negeri, harus mendapat izin

terlebih dahulu dari Menteri Sosial R.1. sebagaimana yang diatur dalam ketentuan
Pasal 1 Undang-undang No.22 Tahun 1954 tentang Undian. Seria ketentuan Pasal 2
ayat 1 Peraturan Menteri Sosial R.I.No. 14A/Huk/2006 tentang Jzin Undian yang
menyebutkan bahwa setiap penyelenggaraan undian, termasuk yang berupa promosi,
penjualan produk, penawaren dan/atac pembagian kepada umum berupa surat
ataupun kupon undian harus mendapat izin dari Menteri Sosial R.I%.

Apakah suatu penyelenggaraan undian ity murni undian atau malah ujung-
ujungnya mengandung unsur judi, adalah kewenangan Menteri Sosial yang akan

memutuskan melalui izin penyelenggaraan undian yang diberikan dalam bentuk

# M. Afnan Hadikusumo, “Undang, Undi, lalu Tipu,” <httptfwerw. kompas.com>, 9 Maret 2006,

3 » Profil dan Kebijakan,” <http:/www ppsds.depsos.go.id> 17 Pebruarl 2006.
* «“Hati-hati, Penipuan Lewat Pos Makin Marak,” <http://www hukumonline com>, 23 Maret 2006.
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Keputusan Mt;.nteri Sosial, seperti yang tertuang didalam Pasal 11 Peraturan Menteri
Sosial R.I. Nomor 14A/HUK/2006 tentang izin Undian.

Berkaitan dengan tata cara penyelenggaraan undian gratis guna menghindari
munculnya tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan, maka untuk undian langsung
sebelum lembaran surat/kupon/sarana undian diedarkan, harus dilakukan penyegelan
terlebih dahuly’. Demikian juga untuk undian tidak langsung, sebelum dilakukan
pengundian harus terlebih dahulu diadakan penyegelan terhadap seluruh lembaran
surat/kupon/sarana undian®. Penyegelan tersebut dilakukan oleh pejabat Departemen
Sosial yaitu instansi sosial provinsi setempat, dihadapan Notaris dengan disaksikan
oleh pefiyelenggara dan Kepolisian setempat, sebagaimana yang terdapat dalam
Pasal 16, 17, 18 Peraturan Menteri Sosial R.INo. 14A/HUK/2006 tentang Izin
Undian.

Pengundian hanya dilakukan terhadap penyelenggarean undian tidak
langsung. Pengundian juga harus disaksikan pihak-pihak sebagaimana yang terlibat
dalam penyegelan tadi, yaitu pejabat Departemen Sosial, instansi sosial provinsi
setempat, Notaris dan pihak Kepolisian setempat. Hal ini diperlukan agar undian itu
bersifat terbuka untuk umum seperti yang termaktub dalam Pasal 19, 20, 21
Peraturan Menteri Sosial R.I.No. 14 A/HUK/2006 tentang {zin Undian.

Keberadaan Notaris dalam penyelenggaraan undian berhadiah tersebut,
menunjukkan bahwa keberadaannya sangat krusial dalam dinamika kehidupan
masyarakat. Dewasa ini, hubungan hukum dan lalu lintas hukum dalam masyarakat

semakin. meningkat, yang pada akhimya memeriukan suatu alat bukiti yang kuat,

* Putu Subada Kusuma, “Sisi Hukum Sebugh Penyelenggaraan Undian Berhadiah,”

<httpforww . PUTT-KUSUMA blogspot.com:>, 26 Agustus 2007.
S mbid. :
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terpenuh dan sah untuk menentukan dan mengatur secara jelas mengenai-hak-hak
dan kewajiban-kewajiban para pihak dalam lalu lintas hukum tersebut Kesadaran
akan betapa pentingnya suatu alat bukti tertulis dan mempunyai kekuatan
pembuktian yang kuat dan terpenuh, ttdak terlepas dari kesadaran hukum masyarakat
Indonesia yang sudah semakin maju dan membaik dari hari kehari.

Derigan dibvatnya alat bukti tertulis berupa akta otentik, maka akan jelas
‘diatur mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang dalam melakukan
hubungan hukum, yang pada akhirmya dapat memberikan jaminan kepastian hukum
dan ketertiban hukum, serta diharapkan dapat memperkecil terjadinya sengketa
- hulum' antara-para ‘pihak subjek Hakum dalam hubungan hukum’. Otentisitas dari
svatu akta otentik tentunya sangat berkaitan erat dengan pembuatan akta dalam
bentuk yang ditentukan cleh undang-undang, dibuat oleh atau dibadapan pejabat
umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuat, sebagaimana yang
termaktub dalam _kcténtuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata). Pejabat umum yang dimaksud disini adalah Notaris.

Profesi jabata;x Notaris merupakan jabatan yang mempunyai karakteristik
tersendiri dalam melaksanakan sebagian tugas negara/pemerintahan dalam bidang
hukuim privat yang harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan kepercayaan
yang diberikan oleh masyarakat kepada pengemban profesi jabatan Notaris®.

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga

7 Sutjipte, "Analisis Putusan MK RI Perkara Nomor 009/PUU-111/2005 Dalam Perspektif Praktisi
Mengenai Wadah Tungga! Perkumpulan Notaris,” Jurnal Konstitusi Volume 2 Nomor 3 (November
2005): 71.

? Suijipto, loc.cit. him.73
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sekarang masih disegani’. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang
pejabat tempat, seorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan'. Segala
sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstantir) adalah benar, ia adalah pembuat
dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum'!,

Profesi Notaris merupakan profesi dengan keahlian khusus yang menuntut
pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan
umum. Inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan
hukum antara para pihak sebagaimana yang diharuskan oleh peraturan perundangan
atau para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris'’. Sebagaimana yang
diatur dalam ketenfuan Pasal 15 ayat (1) Uhdéﬁ',?g#Uii'dhhg' Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris, bahwa kewenangan notaris yaitu:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan yang diharusken oleh peraturan perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,
menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu
sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan
kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang,

Pasal 7 Bab I Peraturan Jabatan Notaris (Reglement op het Nolarisambi)
memuat pernyataan bahwa, profesi Notaris dimaksudkan untuk kepentingan umum,

sehingga pekerjaan notaris itu merupakan kewajiban jabatan yang berdasarkan atas

undang-undang serta fungsi kemasyarakatan'®, Konsekuensinya, seorang Notaris

* “Tan Thong Kie, Studi Notariat Serba-Serbi Prakiek Notaris, cet], (Jakarta : Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1994) hlm.219.

1% rbid.

" bid. :

12 Abdul Kohar, Notaris Dalam Praktek Hukum, (Bandung : Alumni, 1983)

D Sumaryono, Etika Profest Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, cet.], (Yogyakarta :
Kanisius, [995), him.158.
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wajib memperhatikan beban-beban tugasnya diata_s segala kepentingan pribadinya,
atau dengan Kata lain ja wajib memelihara kehormatan dan martabat jabatannya',

Dalam menjalankan tugasnya dalam ﬁelayani masyarakat, Notaris
diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan hukum nasional
dituntut unftuk memiliki moral dan mental yang handal, sehingga Notaris tidak
menyalahgunakan wewenang yang ada padanya.

Menyadari akan profesi Notaris sebagai profesi terhormat, yang dilengkapi
dengan peraturan jabatan serta kode etik jabatan yang mengandung nilai-nilai moral

guna mengatur perilaku Notaris, maka keterlibatannya dalam proses pelaksanaan

undian - di- Indonesia juga- memegeng ~peranan yang penting.” Sesuai dengan

kewenangannya sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka keberadaanya dalam
proses penyelenggaraan undian berhadiah tentunya guna membuat skta otentik
mengenai pelaksanaan undian gratis berhadiah seperti yang disyaratkan dalam
peraturan perundangan tentang Izin Undian,

Akta Notaris mengenai pelaksanaan undian gratis berhadiah mermpakan
syarat mutlak yang harus ada sebagai laporan telah diselenggarakan undian gratis
berhadiah, untuk disampaikan kepada Departemen Sosial R.., sebagimana yang
disyaratkan oleh Peraturan Menteri Sosial R.1. Nomor 14A/HUK/2006 jo. Keputusan
Menteri Sosial R.I. Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksana Pemberian Izin
dan Penyelenggaraan Undian Gratis. perundangan tentang Izin Undian. Hal ini
bertujuan agar undian tersebut bersifat terbuka untuk umum serta untuk melindungi

konsumen dari kerugian,

% hid,
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Oleh karena, akta otentik merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh yang
mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan
masyarakat. Melalui akta otentik ditentukan secara jelas hak dan kewajiban,
menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat menghindari
terjadinya konflik.

Lantas, bagaimana peran Notaris selaku pejabat umum sebagai pihak yang
ikut terlibat dalam penyelenggaraan undian gratis berhadiah. Serta bagaimana bcntuk_
serta keduduka-n akta yang dibuat oleh notaris mengenai penyelenggaraan undian
gratis berhadiah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, menjadi isu
pokok yang diangkat untuk dianalisis dalam penulisan ini. -

Untuk it penulis merasa perlu untuk menganalisis bagaimana peran dan
kedudukan akta Nofaris mengenai undian dalam penyelenggaraan undian gratis
berhadiah. Sebab, Notaris sebagai bagian dari penegak hukum, senantiasa dituntut
untuk selalu berbuat adil serta tidak memihak dalam menjalankan profesinya,
schingga dalam pcnyel'enggaraan undian tersebut tidak terjadi kecurangan yang akan

merugikan masyarakat.

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini
penulis menguraikan pokok permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan akta undian gratis berhadiah

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
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2. Bagaimanakah kedudukan akta Notaris tentang undian gratis berhadiah
dalam pelaksanaannya ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan unituk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-
prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran'.
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode
kepustakaan yaitu dengan menelusuri literatur hukum. Tujuan daeri penelitian
kepustakaan adalah untuk memperoleh data awal untuk dapat dipergunakan dalam
penelitian- - lapangan: -dan - ‘untuk memahami® karyakdrya tulisan yang dibuat
sebelumnya sehingga penulis dapat menjadi kritis terhadap permasalahn yang
diﬁadapi. Penclitian !_(epustakaan tersebut dilengkapi dengan wawancara kepada
narasumber yaitu pihak dari instﬁnsi Departemen Sosial R.1., serta notaris.

Tipologi penelitian dalam penulisan ini adalah tipe penelitian hukum yuridis
normatif, yaitu jenis penelitian kepustakaan yang ditelusuri dengan didasarkan pada
| peraturan hukum yang bcrlaicu, seperti Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian,
dan peraturan lainnya serta literatur yang berkaitan dengan profesi notaris dan
penyelenggaraan undian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data
yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dan diperkuat dengan wawancara

dengan narasumber serta informan.

15 Mardalis, Mefode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, cetiv, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999),
him.46
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Adapun data kepustakaan yang merupakan data sekunder ini dapat
dikelompokkan berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya, yaitu :

1.  Bahan hukum primer, terdiri dari antara lain; Undaog-undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun
1954 tentang Undian.

2. Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan-bahan yang erat
hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis
serta memabami bahan bukum primer, antara lain seperti buku-buku
karangan G.H.S. Lumban Tobing, Tan Thong Kie, dan pengarang lainnya.

3.  Bahan hukum tértier, yait: bahan-batian yang memberikan informasi tentang
bahan hukum primer dan bahan hukum sckunder, yaitu kamus Bahasa
Indonesia.

Sedangkan wawancara unfuk memperkuat data yang diperoleh melalui bahan
kepustakaan, yaitu dengan narasumber yang berasal dari Instansi Direktorat
Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial (PPSDS), Departemen Sosial
R.]., serta informan yaitu Notaris yang sering membuat akta undian gratis yaitu
Bapak Imran Ilyas, 8.H., Notaris Jakarta Pusat dan Bapak Risbert, 5.H., Notaris
Jakarta Selatan,

Alat pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara menelusuri
hukum serta melakukan wawancara.

Metode analisis data pada penelitian ini adalah dengan pendekatan secera
kualitatif yaitu suaty penelitian yang dipergunakan untuk permintaan informasi yang

bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, maka data tersebut tidak dapat

10
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diwujudkan dalam bentuk angka-angka melainkan berbentuk suatu penjelasan yang
menggambarkan keadaan, proses, dan peristiwa tertentu'®. Hal ini karena dilakukan
dengan pendekatan terhadap sikap tindak manusia sebagai fenomena dalam norma
yeng tidak tergantung pada jumlah dari sikap tindak manusia tersebut.

Bentuk hasil penelitian dituangkan secara deskriptif analitis yaitu suatu
metode yang dipunakan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian
dan menerangkan hubﬁngan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan

diteliti'’.

D SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dari suatu penulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan

itu sendiri secara teratur dap rinci. Sistematika penulisar yang dimaksud adalah
unfuk mempermudah dan memberikan gambaran sscara menyeluruh dengan jelas
- dari hasil penelitian tersebut.

Penulisan hukum ini terbagi dalam tiga bab. Sistematika dari bab-bab fersebut

akan diuraikan sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN
- Dalam bab ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang
masalah, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika

penulisan.

1 Joko Subagyo.P, Metode Penclitian Dalam Teori dar Praktek, cet. 111, (Jakarta : Rineka Cipta,
1999), him.94,
\7 Ronny, H.S, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hlm.9.

11
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BAB II

BAB I

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA UNDIAN

BERHADIAH

Dalam bab ini memberikan pembahasan hukum dengan

mengemukakan dasar-dasar teori yang berhubungan dengan pokok

permasalahan, Bab ini terbagi dalam lima bagian yaitu mengenai
tinjavan umum tentang notaris, tinjauan yuridis tentang akta, tinjauan
umum tentang undian berhadiah, peran notaris dalam pembuatan akta
undian berhadiah, serta kedudukan akta Notaris tentang pelaksanaan

undian gratis berhadiah

"PENUTUP

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan sekaligus jawaban dari
permasalahan yang dikemuksekan dalam penulisan tesis ini. Pada
akhir pembahasan juga ciisampaikan rekomendasi sebagai tindak

lanjut atas jawaban pada permasaiahan dalam penulisan ini.

12
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BABIX
PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA

UNDIAN GRATIS BERHADIAH

A.  KETENTUAN UMUM TENTANG NOTARIS
1, Pengertian Notaris

Notaris di Indonesia bara muncul dalam permuiaan abad ke-17. Ketika itu,
-Gubernur - Jenderal --dari- Vereenigde Oost Indsche Compagnie (V.0.C) yang
merupakan gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di
Hindia Timur, yang bernama Pieterszoon Co'en mengangkat Melchior Kerchem
sebagai notaris pertama di Jacatra/Batavia (sckarang Jakarta) dengan surat
pengangkatannya tertanggal 27 Agustus 1620'%.

Dengan begite, notariat di Indonesia dibawa oleh orang-orang Belanda dari
Nederland. Sedangkan notariat di Belanda dan negara Eropa Barat lainnya dibawa
oleh bangsa-bangsa kuno seperti Mesir dan Yunani'.

Pengertian Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris {Staadblad 1860
Nomer 3, yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860) adalah pejabat umum yang satu-
satunya berwenang uptuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang

berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin

'* G.H.8. Lumban Tobing, Perafuran Jabatan Notaris, cet. IIL, ( Jakarta : Erlangga, 1996 ), him. 15,
1® Komar Andasasmita, Notaris Selayang Pandang, (Bandung : Alumni, 1983), him.1
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kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan

kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum

tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain®,

Dalam batasan tersebut diatas terdapat unsur-unsur/anasir-anasir antara lain

sebagai berikut®':

a.

Pejabat umum (dalam bahasa Belanda disebut openbaar ambtenaar)
maksudnya disini adalah Notaris merupakan pejabat umum yang
dimaksudkan didalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata), bukan merupakan pegawai negeri yang dimeksud dalam

‘Undang-indang Nomor § Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Akta otentik yang dimaksud adalah akta otentik menurut Pasal 1868
KUHPerdata, yaitu sudtu akta yang didalam bentuk menurut ketentuan
undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang
untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat.

Perkataan “semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dibaruskan oleh
snatu peraturan umum atau dikehendaki coleh yang berkepentingan®,
dimaksudkan bahwa akta-akta yang dibuat oleh atau dibadapan Notaris itu
terbatas pada akta-akta yang menyangkut hukum perdata dan apa yang
dikehendaki oleh yang berkepentingan itu dan berdasarkan undang-um;ang.
Perkataan “menjamin kepastian tanggalnya”, maksudnya bahwa tanggal

dibuat dan ditandatanganinya (Verlijden) akta terscbut menurut kenyataanya,

% Tobing, op.cit., him.31
2! Andasasmita, op.cit., hlm.2-5.
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sedangkan penanggalaan yang diterangkan oleh penghadap tidak dijamin
oleh Notaris.

e. Perkataan “menyimpan aktanya” ditegaskan dalam Pasal 61 Peraturan
Jabatan Notaris, mengharuskan para notaris untuk menyimpan minuta akta,
daftar, repertoria dan klepper itu dengan cermat/seksama ditempat yaﬁg patut
dan aman.

f “Grosse” akta Notaris mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama seperti
putusan hakim yang bagian atasnya bertuliskan “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan dibagian
bawsh turunan akta it ditulis perkatasn “Diberikan Schagai GROSSE..”
dengan penyebuian nama orang/badan yang meminta
dikeluarkan/diberikannya grosse tersebut. Grosse dari akta tersebut dapat
diberikan kepada setiap orang yang langsung berkepentingan dengan akta
tersebut, juga kepada ahli waris atau penerima hak yang bersangkutan.
Perkatean “semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suafu peraturan

umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain™,

mengandung pengertian bahwa wewenang Notaris adalah regel (bersifat umum),
sedangkan wewenang para pejabat lain adalah pengecualian®, Maksudnya adalah
wewenang dari para pejabat lainnya untuk membuat akta hanya ada apabila undang-
undang menyatakan secara tegas, bahwa selain Notaris, mereka juga turut berwenang

membuatnya®,

2 Tobing, op.cit, him. 34
2 Ibid.
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Adapun akta-akta dimana Notaris berwenang membuainya bersama-sama
dengan pejabat lain, antara lain®:

1. akta pengakuan anak di luar kawain (Pasal 281 KUHPerdata);

2. | berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotek (Pasal 1227
KUHPerdata);

3. berita acara tentang penawaran petnbayaran tunai dan konsinasi (Pasal 1405
dan 1406 KUHPerdata); . ]

4. akta protes wesel dan cek (Pasai 143 dan 218 KUHDagang);

sedangken akia yang hanya ditugaskan pembuatannya oleh pejabat lain, dimana

Notaris fidsk "befwendng membuatiya adalsh Akia ‘Cafatan Sipil (Pasal 4

KUHPerdata) yang hanya dapat dibuat oleh pegawai Kantor Catatan Sipil.

Notaris sebagai pejabat umum yang notabene merupakan pcncgak-hukum
dimasyarakat, memiliki nilai moral profesi sebagai scbuah mm@n atau ukuran
dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab. Nilai moral profesi Notaris
ini dapat dilihat pada Peraturan Jabatan Notaris (Reglement op he! Notarisambt),
terutama pada Bab L, sebagai berikut™:

a, Pasal 1 : memuat antara lain ketentwan yang menyatakan bahwa notaris
adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai
semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu
peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan

dalam suatu akta otentik.

2 Ibid, him.38.
# E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bogi Penegak Hukum, cet], ( Yogyakarta;
Kanistus, 1995), him.158.
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| Pasal 7 : memuat pernyataan bahwa tanpa alasan yang kuat (berdasar) notaris
tidak boleh menolak melakukan pekerjaan yang terkait dengan jabatanaya
dan diminfa untuk melakukannya. Larangan ini dibuat karena pengangkatan
seseorang menjadi‘ Notaris dimaksudkan untuk kepentingan umum, schingga
pekerjaan Notaris itu merupakan kewajiban-jabatan yang berdasarkan atas
undang-undang serta fungsi kemasyarakatan. Konsekuensinya, seorang
Notaris ﬁjib memperhatikan  beban-beban tugasnya‘ diatas segala
kepentingan pribadinya. Atau dengan kata lain, iz wajib memelihara
kehormatan dan martabat jabatannya.
Pasal 8 : menyatakan bahwa Notiris bétkewajiban untuk memberikan jasa-
jasanya kepada orang-orang yang tidak mampu secara prodeo (cuma-cuma).
Pasal 12 : pasal ini menetapkan larangan bagi Notaris -unﬁlk mengadakan
persekutuan  berserikat dalam melaksanakan jabatannya. Larangan ini
berhubungan dengan kepentingan umum, yaitu bahwa persekutuan semacam
itn dapat mengurangi kebebasan masyarakat umum dalam memilih Notaris
yang disukainya. Pelarangan ini mewajibkan para Notaris bersaing terutama
dalam pemberian pelayanan terhadap mereka yang memerlukan jasa Notaris.
Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris harus berperan sebagai penunjuk
jalan dalam bidang hukum; memberikan petunjuk-petunjuk yang bermanfaat
bagi yang berkepentingan (kode Etik Notaris, Pasal 3 ayat 3).

Disamping Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb.1860:3),

terdapat juge peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris

yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial
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Hindia Belanda serta sebagian lagi merupakan peraturan perundang-undangan

nasional, yaitu?:

1.  Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil
Notaris Sementara (lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 700);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4379);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tzhun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan
Notaris.

Namun, berbagai Ketentuan dalam peraturan perundang terscbut sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh
karena itu, kini telah diundang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UU Nomor
30 -Tahun 2004) tentang Jabatan Notaris, pada tanggal 6 Oktober 2004. Hal ini
bertujuan untuk melakukan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh
mengenai jabatan Notaris didalam satu undang-undang, sehingga dapat tercipta suatu
unifikasi hukum yang berlaku untuk semua pendﬁduk diseluruh wilayah negara
RIL7,

Dari UU Nomor 30 Tahun 2004 teatang Jabatan Notaris, definisi Notaris

disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 UU No.30 Tshun 2004 tentang Jabatan, yaitu

% penjelasan Umum, Undarg-undang Jabatan Notaris, UU No.30 Tahun 2004, LN No.117 Tahun
2004, TEN No.4432.
2 Ibid.
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Notaris adalah pejabat umum yang berwepang untuk membuat akia otentik dan

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

2.

Syarat-Syarat Pengangkatan Notaris

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris diatur dalam ketentuan

Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu :

Y
2
3)
D
5)

6)

warga negara Indonesia;
bartakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

berumur paling sedikit 27 tahun;

- sehat jasmani dan-roheni;- -

berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;

telah menjalani magang atau pyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan

Notaris dalam wakfu 12 bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas -

prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus starta
dua kenotariatan; dan

tidak berstatus sebgai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atan tidak
sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk
dirangkap dengan jabatan Notaris.

Sebelum Notaris menjalankan tugas dan jabatannya, maka Notaris tersebut

wajib mengucapkan sumpah/fjanji menurut agamanya dihadapan Mentari Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menteri Hukum dan HAM RI), sebagimana

diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU Nomor 30 Tahun 2004. pengucapan sumpah/janji

jabatan Notaris difakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak
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tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris yang dikeluarkan oleh Menteri

Hukum dan HAM RI, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5§ UU Nomor

30 Tahun 204 tentang Jabatan Notaris. Jika dalam waktu yang telah ditentukan

Notaris tersebut tidak mengucapkan atau mengangkat sumpah/janji, maka keputusan

pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

3. Kewenangan, Kewajiban dan Laranga;l Notaris
Wewenang utama dari Notaris adalah membuat akta otentik. Otentisitas dari

akta Notaris bersumber dari Pasal | Peraturan Jabatan Notaris, di:ﬁana Notaris

dijadikan sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar), sehingga dengan &émikiah
akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta
otentik, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata®.

Wewenang notaris ini meliputi empat hal, yaitu®:

1. Notaris berwenang sepanjang menyangkut mengenai akte yang dibvatnya
Maksudnya adalah, tidak setiap pejabat umum dapat membuat akta otentik,
akan tetapi seorang pajabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu
yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

2. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang/untuk siapa akta itu
dibuat. Maksudnya adalah, Notaris tidak berwenang membuat akta untuk
kepentingan setiap orang. Misalnya, disebutkan bahwa notaris tidak

diperbolehkan membuat akta untuk notaris itu sendiri, istrinya, keluarga

3 Tobing, op.cit. him. 48,
B bid, hlm, 49-50.
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sedarah atau keluarga semenda dari Notaris itu dalam garis lurus tanpa
pembatasan deraj;at dan dalam garis kesemping sampai derajat ketiga, baik
secara pribadi maupun melaui kuasa menjadi pihak. Maksud dan tujuan dari
ketentuan ini ialah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan
penyalahgunaan jabatan ;

Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat.
Maksudnya adalah, setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya atau daerah
jabatannya dan hanya didalam daerah yang ditentukan baginya itu ia
berwenang untuk membuat akta otentik. Akta yang dibuatnya diluar daerch
jabat_annyaadﬁlah-tidaksah;

Notaris berwenang sepanjang mengenai wakiu pembuatan akta i,
Maksudnya adalah, Notaris tidak boleh membuat akta sélaﬁ:a ia masih cuti
atau dipecat dari jabatannya. Demikian juga Notaris tidak bolek membuat
akta sebelum ia memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya).

Lebih lanjut mengenai kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UU Nomor

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu:

1y

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian dan ketetapan yanhg diharuskar oleh peraturan perundang-
undangan dan/atau yang dikebendaki oleh yang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akia,
menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya

itu - sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditngaskan atau
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2)

3)

dikecualikan kepada bcjabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh

undang-undang.

Notaris berwepang pula :

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di
bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. Membukukan surat-surat di bawah tangan denpan mendaftar dalam
buku khusus; 4

c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangen berupa salinan
yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan dipambarkan dalam
surat yang bersangkutan;

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

e Memberikan penyuluﬁm hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

f Membuat akta berkaitan dengan pertanahan; ataw

£ Memb@t akta risalah lelang.

Selain kewenangan sehagaimana dﬂnaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan.

Kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya, diater dalam Pasal 16 ayat

(1) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu :

a.,

Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan
pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
Membuat akta dalam bentuk Minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian

dari Profokol Notaris;
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Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan rAlcta berdasarkan
Minuta Akta;

Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini,
kecuali ada alasan untuk menolaknya;

Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala

keterangan yang diperoleh puna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/fjanji

jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

Menjilid akta yang dibuvatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang
memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak
dapat dimuat dalam satu buku, akt tersébiit dapat dijilid menjadi Iebih dari 1
(satu) buku, dan mencatat jumiah ‘Minuta Akta, bulan, dan tahun
pembuatannya pada sampul setiap buku;

Memf)uat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak
diteﬁmaﬂya surat berharga;

Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu
pembuatan akta setiap bulan;

Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksod dalam huruf h atau dafiar
nihi] yang berkenaan dengan wasiat ke Dafiar Pusat Wasiat Departemen yang
tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima)
had pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat padé setiap

akhir bulan;
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Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang nepara R.I. dan pada ruang
yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang
bersangkutan;

Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2
(dua) orang saksi dan ditanda tanpani pada saat itu juga oleh penghadap,
saksi, dan Notaris;

Menerima rx_lagang calon Notaris.

Larangan notaris didalam menjalankan jabatannya, diatur dalam Pasal 17 UU

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

Notaris dilarang: -

a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatnnya;

b.  Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (twjuh) hari kerja berturut-

~ turut tanpa alasan yang sah; -

c. Merangkap sebagai pegawai negeri;

d. Merangkap jabatan sebagai pejabat nepara;

e. Merangkap jabatan sebagai advokat;

f Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

g  Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanzh di luar wilayah
jabatan Notaris;

h. Manjadi Notaris Pengganti; atan
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i. Melakukan pekerjaan lain yang Bertentangan dengan nomma agama,
kesusuilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan

martabat jahatan Notaris.

Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris
Tuntutan dasar dalazn menjalankan sebuah profesi dalam hal ini seorang

profesional hukum mempunyai dua arah, yaitu:

1 Seorang profesional hukum diharapkan bertanggung jawab terhadap
pekerjaan dan hasilnya, artinya, dengan kerja seorang profesional dituntut
untuk menghasilkan sesuatu yang bermutu;

2-) Seora:ng profes:onal hnlcum d:tuntut untuk bertanggung Jawab terhadap
dampak pekerjaannya pada kehidupan orang lain®.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya berdasarkan hukum adalah
sebagaimana pertangpunpjawaban yang sesuai denmpgan kewenangannya. Bahwa
Notaris berwenang untuk hengkonstantir kehendak para dari para pihak yang akan
mengadakan kesepakatan dalam suatu perbuatan hukum (Partif Acten),- atau
mengkonstantir suatu peristiwa hukum dalam pembuatan berita acara {(Process
Verbal Acten) sebagaimana kewenangannya yang terdapat dalam Pasal 15 UU
Jabatan Notaris”'. Kewenangan terscbut tentunya harus sesusi dan dilandasi dengan
melaksanakan kcwajiban;ke\-vajiban yang ditetapkan dalam Pasal 16 UU Jabatan
Notaris, serta mematuhi larangan-larangan yang ditentukan diglalam Pasal 17 UU

Jabatan Notaris.

*® Sumaryono, op.cit., him.148.
M Soerodjo, Joc.cif., hlm, 102
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Berdasarkan hal-hal tersebut_diatas, menurut G.H.S. Lumban’ Tobing para
Notaris bertanggung jawab terhadap para pihak yang berkepentingan pada akta yang
dibuatnya, yakni**:

a. | Didalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh UU Jabatan Notaris;
b, Jika suatu akta karene tidak memenuhi' syarat-gyarat mengenai bentuk

(gebrek in de vorm), dibatalkan dimuka pengadilan atau dianggap hanya

) dapat berlaku sebagai akta yang dibuat di bawah tangan;
c. Dalam segala hal, | dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal

1365,1366, dan 1367 KUHPerdata terdapat kewajiban ﬁntuk membayar ganti

km_gim.

B.  TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKTA NOTARIS
1. Pengertian Akta

Istilah akta merupakan tcrjeméhan dari bahasa Belanda, yaitu acfa, dalam
bahasa Perancis disebut dengan acte, sementara dalam bahasa Inggris disebut deed,
dimana akta adalah surat atau tulisan™,

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat sebagai alat bukti yang
diberi tanda tangan, yang memuat. peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau
perikatan, yang dibuat sejak semula dcnéan sengaja untuk pembuktian®, Jadi untuk
dapat digolongkan dalam pengertian akta, maka surat harus ditandatangani,

sebaggimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 1869 KUHPerdata.

2 'robmg, op.clt,, hlm.324-325

¥ Than Thong K:c, Studi Notariat Beberapa Mata Pe!ajm-an dan Sera-Serbi Praktek Notaris Buku I,
¢etIl, (Jakerta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm,95.
# Sudikno Mertokusumo, Hukan Acara Perdata Indonesia, edisi keenan, (Yogyakarta : Liberty,
2002), him.142
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diartikan akta adalah surat tanda
bukti berisi pernyatean (keterangan, pengakuan, keputusan dan sebagainya) resmi
yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh Notaris
atau pejabat pemerintah yang berwenang®. Ada empat unsur yang tercantum dalam
pengertian ini, yaitu:

1. surat tanda bukti;

2, isinya pernyataan resmij

3. dibuat menurut peraturan yang belaku;

4. disaks‘ikan dan disahkan oleh nofaris atau pejabat pemerintah yang
berwenang.

Definisi akta yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hanya
dikonstruksikan sebagai akta dibawah tangan, karepa pernyataan itu disaksikan dan
disahkan oleh notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang. Dalam realitasnya,
akta itu tidak hanya akta dibawah tangan, tetapi juga akta otentik. Akia otentik
merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk it

Dari definisi yang telzh disebutkan diatas, maka penulis menjabarkan
pengertian dari akta yaitu, merupakan surat tanda bukti tertulis yang ditanda tangani
oleh pembuatnya, dimana memnat pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan)
yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu,
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Sedangkan pengertian akta Notaris sendiri disebutkan dalam ketentuan Pasal

1 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa akta Notaris adalah akta

% Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Yakarta : Balai
Pustaks, 1989}, hlm.17.
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otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara-yang

ditetapkan dalam undang-undang.

Fungsi dari akta terdiri dari™ :

a.

fungsi formil (formalitas causa), yang berarti bahwa untuk lengkapnya afau
sempurnanya suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu ekta. Disini akta
merupakan suatu syarat formil. Sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum
yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebapai syarat formil ialah Pasal
1610 KUHPerdata tentang pemborongan, Pasal 1767 KUHPerdata tentang
perjanjian hutang piutang dengan bunga;

sebagai alat bukii (probationis causa). Dari definisi yang telah dikemukakan
bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja uwntuk pembuktian

dikemudian hari.

Jenis-Jenis Akta

Pada dasamya akta dapat dibagi atas dua jenis, yaitu:

* Akta Otentik

Secara dogmatis (menvrut hukum positif) pengertian akta otentik terdapat

dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu suatu akta otentik adalah suatu akta

yang _didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dibuat oleh atau

dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat.

Dengan demikian unsur-unsur otentisitas suatu akta adalah *":

* Mertolmsumo, op.cit., him,152
¥ Tobing, op.cit., him.48
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1. akta itu harus dibuat “oleh” (door) atau “dihadapan” (fen overstaan) seorang
pejabat umum;

2. akta it harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;

3. pejabat umum oleh atan dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyati
wewenang unfuk membuat akta itu.

_ Otentisitas dari akta Notaris bersimber dari Pasal 1 Peraturan Jabatan
Notaris, dimana notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga akta yang dibuat
oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik™. Dengan
kata lain, akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat otentik bukan karenal
- undang-undang menetapkan demikian, akan tefapi oleh karena akia itu dibuat oleh
atau dibadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868
KUHPerdata.

Lebih lanjut, akta ofentik ini dibagi menjadi dua golongan atau bentuk
sebagimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 165 HIR (ps285 Rbg. 1868
KUHPerdata), serta sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu®:

1. akta yang dibuat “oleh” (door) pejabai/notaris atau yang dinamakan “akta
relaas” atau “gkta pejabat” (amnbtelijke aﬁen) :
2. akta yang dibuat “dihadapan” (fer oversfaan) notaris atau yang dinamakan

“akta partij” (partij-akien).

Akta yang dibuat “oleh” (door) notaris dapat merupakan suatu akta yang

memuat “relaas” atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan,

3 Abdul Kohar, Notarls Berkormintkasi, (Bandung : Alumni, 1984), him.10.
* Tobing, op.cit, him.51-52.

29

Peran notaris ..., Anna Firman, FH Ul, 2008




atau suatu keadaan yang dilihat, atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris
sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Termasuk dalam relaas akta
ini antara lain, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam persercan
terbatas, Berita Acara Penarikan Undian dan akta-akta lain sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 46 UU Jabatan Notaris, dimana dalam semua akta ity Notaris
mencrangkan dalam jabatannya sebagai pejabat umum atas kesaksian dari semua apa
yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain*’.

Dalam relaas akta, keharusan tanda tangan para penghadap -tidak
dipersoalkan. Apabila misalnya dalam pembuatan Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham-dalam sustu perseroan terbatas para penghadap yang hadir telah
meninggalkan rapat sebelum akta ditanda tangani, maka Notaris cukup menerangkan
di dalam akhir akta tersebut bahwa para pengahadap yang hadir telah meninggalkan
rapat sebelum menanda tangani skta®'. Dalam hal ini akia tidak dapat digugat,
kecuali dengan menuduh akan kepalsuannya®2.

Sedangkan yang dinamakan akta yang dibuat “di hadepan” (ten overstaan)
Notaris, merupakan akta yang berisikan suatn “cerita‘; dari apa yang terjadi karena
perbuatan yang dilakukan oleh pihak lai;'l di hadapan Notaris®, Artinya bahwa yang
diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan
jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja dateng dihadapan
Notaris dan memberikan keterangannya atau melakukan perbuatan hukum di

hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan tersebut dikonstantic oleh Notaris

® 1bid him 51
8 mpid, him,53.
2 rbid,

¥ 1512 him.51.
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didalam suatu akta otentik*. Jadi, parfij akta ini dibuat oleh Notaris atas permintaan
pihak-pihak yang berkepentingan. .

Berbeda denpan relaas skta, dalam partij akta undang-undang mengharuskan
adanya tanda tangan dari para penghadap atau setidak-tidekmya di dalam akta
tersebut diterangkan dengan tegas yang inenjadi alasan tidak ditanda tanganinya akta
oleh para pihak yang bersangkutan®, Apabila ketentuan ini dilanggar, maka akan
mengakibatkan akia tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di
bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, dimana dapat mejadi alasar bagi
pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan
bunga kepada Notaris®. - -

Ada tiga fungsi akta notariil (akta otentik), yaitu*”:

1. sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan
perjanjian tertentu;

2. sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian
a;ialah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;

3. sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika
ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi

perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

“ Ibid,

45 1bid, him.52.

 1bid,

7 Salim H.S., Hukum Kontrak Teorl dan Teknik Peryusunan Kontrak, cet, (Jakarta : Sinar Grafike,
2003), hlm.43.
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b) = Akta di Bawah Tangan
Akta di bawah tangan lazim disebut dengan onderhands. Arti kata “akta di

bawah tangan” menurut kamus hukum mempunyai arti yaitu, “Akta yarg dibuat oleh

para pihak tidak dihadapan scorang pejabat atau pegawai yang berwenang
membuatnya.™®

Akta di bawah tengan merupakan akia yang dibuat oleh para pihak tanpa
perantaraan seorang pejabat®. Akta ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu™:

1. akta di bawah tangan dimana para pihak menandatangani akta atau kontrak
itu diatas meterai (tanpa keterlibatan pejabat umum).

2. akta di batwah tangan }ahg‘ didaftar (waarmerken) oleh Notaris/pejabat yang
berwenang. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris, istilah akta di bawah tangan yang didaftar
maksudnya adalah dibukukan, Akta dibawah tangan yang dibukukan
(gewamrmeken) merupakan akta yang telah ditandatangani pada hari dan
tanggal yang disebut dalam akta oleh para pihak, dan tanda. tangan tersebut
bukan didepan notaris/pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, Notaris
hanya menjamin bahwa benar pada tangpgal dilakukan pendéﬂaran, akta
tersebut sudah ada. Sehingga dengan demikian mengenai tanggal pendaftaran
itu akan mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga (Pasal 1830

KUHPerdata).

8 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta : Rineka Cipia, 1992), him.25.
%% 3alim H.8; Abdullah; dan Wiwlek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak dan Memorandum of
Undersianding (MOU), cet. TL, (Jakarta : Sinar Grafiks, 2007), him.33,

Ihid
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3. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris/pejabat yang berwenang.
Dalam Pasal 15 ayat(2) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris, istilah akta akta di bawah tanpan yang dilegalisasi adalah akta di
bawsh tangan yang disahkan. Akta di bawah tangan yang disahkan
merupakan akta yang harus ditandatangani dan disahkan didepan
notaris/pejabat yang berwenang. Makna dilakukan pengesahan terhadap akta
dibawah tangan adalah:

a, Notaris menjarein bahwa benar orang yang tercantum namanya dalam
akta adalah t;mng yang menandatangant akté;
b.  Notaris menjamin biahwa tanpgal tanda tampan tersebut dilakukan pada
tanggal yang disebutkan dalam akta.
Perbedsan mendasar antara akta otentik dengan akta dibuat di bawah tangan‘
ialah°';

a. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, sebagaimana yang tercantum
dalam peraturan Jabatan Notaris yang mengatakan “menjamin kepastian
tanggal”. Se&angkan tanggal dari akta dibuat di bawah tangan tidak selaln
demikian,

b. Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuvatan
eksekutorial seperti putusan hakim. Sedangkan akta di bawah tangan tidak
pernah mempunyai kekuatan eksekutorial.

c. Kcmungkinan akan hilangnya akta yeng dibuat di bawah tangan lebih besar

dibandingkan dengan akta otentik.

3! Tobing, op.cit., hlm 54
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3. Bentnk Akta Nofaris
Menurut Pasal 1868 KUHPerdata, salah satu syarat pembuatan akta otentik

ialah akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Bentuk formal dari akia Notaris ini diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dimana setiap akta Notaris terdiri atas :

a. Awal akta atau kepala akta;

b. Badan akta; dan

c. Alkhir atau penutup akta.

Awal akta atau kepala akta berdasarkan Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris miemuat,:

a. Judul akia; -

b. Nomor akla;

c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan

d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

Badan akta berdasarkan Pasal 38 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabhatan Notaris, memuat;

a Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewargenagaraan, pekerjaan,
jabatan, kedudukan, tempat tinpggal para penghadap dan/atan orang yang
mercka wakili;

b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang

berkepentingan; dan
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d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudu-kan,
dan tempat tinggal dari tiap-tiap sakst pengenal.
Dan akhir atan penutup akta berdasarkan Pasal 38 ayat (4) UU Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, memuat:
a. Uraian tentang pembacaan akia;
b. Urzian tentang penandatangsnan dan tempat penandatanganan atau
penerjemahan akia apabila ada;‘
c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan
tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan |
d. Uraian-tentang tidek adanya perubahan yang terjidi dalam pembuatan akta
atau uraian tentang adaﬁya perubahan yang dapat berupa penambahan,

pencoretan, atau penggantian.

4. Kekuatan Pembuktian Akta

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa pada dasarya akta dibagi menjadi
dua macam yaitu akta yang dibuat dibawah tangan dan akta atentik.

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alai-alat bukti
yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan
alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja’2. Alat-alat bukti yang
dimaksud telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata yaitu:

1. alat bukti tertulis;

2. pembuktian dengan saksi;

%2 Soebektl, Hukum Pembuktian, cetll, ( Jekarta : Pradnya Paramits, 1975), him. 15

35

Peran notaris ..., Anna Firman, FH Ul, 2008

R [T
ot
’
o




3. persangkaan-persangkaan;
4. pengeakuan; dan
5. sumpah.

Kekuatan Pembuktian Akta Ofentik
Akta otentik merupakan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yaﬁg
sempuma, karena akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ada tiga kekuatan
pembuktian akia otentik, yaitu **:
1) Kekuatan pembuktian lahiriah (Uitwendige Bewijskrachi)
Yang dimaksud dengan kekuatan pembukiian ;amaai;-aaai-aa-m;mpm dari
akia itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Akta otentik

membuktikan sendiri keabsahannya atau yang disebut dengan asas berlaku

acta publica probant sese ipsa, yang berarti bahwa suatu akta yang lahimya

tampak | sebagai akta ofentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah
ditentukan, maka akfa itu berlaku atau dapat dianpgap sebagai akta otentik,
sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti tanda tangan pejabat dianggap
sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya. Beban pembuktiannya
terletak pada siapa yang memperscalkan otentik tidaknya akta tersebut.
Kekuatan pembuktian lzhiriah ini berlaku bagi kepentingan atau keuntungan
dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja. Sebagai alat
bukti akta otentik, baik “akta pejabat” maupun “akia para pihak”, meka

keistimewaannya terletak pada kekuatan pembuktian lahiriah.

2 Tobing, op.cit., hlm. 55-60
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2)

3

Kekuatan pembuktian formel (Formele Bewijskrachi)

Dalam arti formal, akta otentik membuktikan kebenaran dari apa yang dilihat,
didengar dan dilakukan pejabat. Ini adalah pembuktian tentang kebenaran dari
keterangan pejabat/Notaris dalam menjalankan jabatannya sepanjang
mengenai apa yang dilakukan dan dilibamya. Dalam hal ini yang telah pasti
kebenarannya ialah tentang tanggal akta dan tempat akta dibuat, identitas dari
orang-orang yang hadir, serta keaslian tanda tangan dalam akta. Pada akta
pejabat, tidak terdapat pernyataan atau keterangan dari para pihak, maka

keterangan pejabat tersebut sudah pasti atau benar bagi siapapun. Sedangkan

-dalam-akta para pihak, kebenaran dari keterafigan Vang diberikan hanya pasti

diantara para pihak.
Kekuatan pembuktian materiil (nateriele Bewijskrachi)
Bahwa isi atau keterangan yang dimuat dalam akta berlaku atau dianggap
sebagat yang benar terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian inilah yang
dimaksud dalam Pasal 1870, Pasal 1871, dan Pasal 1875 KUHPerdata. Isi dari
akta tersebut mempunyai kepastian yang sebenarnya, sehingga menjadi bukti
yang sah diantara para pihak, para ahli waris serta para penerima hak. Artinya
bahwa :

a. apabila akta tersebut dipergunakan di muka pengadilan, maka akta
tersebut sudah cukup bagi hakim tanpa harus meminta alat bukti
lainnya lagi;

b. untuk pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-

alat pembuktian baiasa, yang diperbolehkan menurut undang-undang,
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Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan

Ada tiga pembuktian akta dibuat di bawah tangan, yaitu *:

D

2)

Kekuatan pembuktian lahiriah

i’asal 1876 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

barang siapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan dibawah tangan,
diwajibkan secara tegas mengakui atan memungkiri tanda tangannya; tetapi
bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya adalah
cukup jike mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tanagn itu
sebagai tulisan atau tanda tangan arang yang mercka wakili.

Dengan demikian, akta di bawah tanpan itu baru mempunyai kekuatan dan
menjadi buicti sempurna, jiks tanda tangan tersebut diakui orang orang yang
bersangkutan. Bilamana tanda tangan tersebut telah diakui oleh orang yang
bersangkutan, maka isi pernyataan didalam akta di bawah tangan itu tidak
dapa disanpkal, Akan tetapi, akta yeng tanda tangannya telgh diakii oleh
yang bersangkutan, hanya menjadi bukti sempume yang berlaku terhadap
pihak yang bersangkutan. Sedanéknn terhadap pihak ketiga, suatu akta di
bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Oleh karena
tanda tangan pada akta di bawah tangan masih dapat dipungkiri, maka akta di
bawah tangan itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir. —

Kekuatan pembuktian formil

Bilamana tanda tangan akta di bawah tangan telah diakui, maka keterangan
atau pernyataan diatas tanda tangan itu adalah keterangan atau pernyataan dari

si penanda tangan. Kekuatan pembuktian formil dari akta di bawah tangan ini

sama dengan kekuatan pembuktian formil dari akta otentik. Jadi disini telah

 Mertokusumo, op.cit., hlm.155-156
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pasti bagi siapapun, bahwa si penanda tangan menyatakan seperti yang
terdapat diatas tanda tangannya.

3) Kekuatan pcmbukﬁn materiil
Suatu akta di bawsah tangan hanyalah memberi pembuktian sempuma demi
keuntungan orang kepada siapa si penanda tangan hendak memberi bukti.

Sedangkan terhadap orang lain kekuatan pembuktiannya adalah bebas.

C.  ASPEK YURIDIS PENYELENGGARAAN UNDIAN
1.  Pengertian Undian

-Departemen Sosial melalui Diremaréf Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber
Dana Sosial (PPSDS) telah melakukan beberapa kebijakan mengenai masalah sosial
khususnya yang berkaitan dengan perijinan pengumpulan sumbangan dan undian®.
Melalui proses ini diharapkan dapat menggerakkan sumber daya masyarakat untuk
berbagi beban dalam menangani masalah sosial.

Berdasarican Pasal I ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang
Undian jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor 14A/Huk/2006
tentang Izin Undian, yang dimaksud dengan undian adaiah tiap-tiap kesempatan yang
diadakan oleh suatu badan untuk mercka y@g setelah memenuhi syarat-syarat
tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan
diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi
atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengarvhi

oleh peserta sendiri.

% Profil dan Kebijakan, <http://wesv.ppsds@depsos.go.id>, 17 Pebruari 2006.
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UU Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian, tidak mengutamakan bentuk dari
pada undian yang dapat diselenggarakan, akan tetapi UU ini memberikan batasan
atau faktor-faktor apakah suatu perbuatan bersifat undian afau tidak, yaitu:

8 membuka kesempatan untuk ikut serta memperoleh hadiah dengan memenuhi
syarat-syarat yang tertentu;

b. penunjukkan pemenang-pemenang diantara para peserta tersebut didasarkan
atas untung-unfungan; _

c. penunjukkan para pemenang tersebut tidak banyak tergantung dari pengaruh
orang-orang yang berkepentingan pada penyelenggaraan undian tersebut>®.

Uidian yang diperbolehkan atau diizinkan untuk dapat diselenggarakan
edalah undian gratis, dimana hadiehnya bukan berasal dari wang para perseria,
melainkan hadiahnya sudah ada sebelum penyelenggaraan undian,

Undian gratis berhadiah adalah suata undian yang diselenggarakan secara
cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain, scbagimana yang

tertuang dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Sosial R.1 Nomor 14A/Huk/2006
tentang Izin Undian, Scdangkan perbuatan lain adalah sutau kegiatan permainan atau
penjualan barang/jasa yang dijadikan sebagai syarta utama untuk mengikuti undian,
yang bentuk kepiatannya berupa promosi langsung atau promosi tidak langsung,
sebagaimana yang disebutkan datam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Sosial R.I
Nomor 14A/Huk/2006 tentang Izin Undian,

Promosi langsung adalah promosi yang langsung dikaitkan dengan penjuizalan

dalam rangka promosi berhadiah yang bentuknya berupa promosi acara atau promosi

% Memori Penjelasan Atas UU R.J. Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian,
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produk dan cara yang tidak dilarang oleh norma-norma/aturan-aturan yang berlaku,
sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 83/HUK/2002
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Dan Penyelenggaraan Undian Gratis.
Sedangkan promosi tidak langsung adalah promosi yang tidak langsung dikaitkan
dengan penjualan, dalam rangka promosi hadiah yang bentuknya berupa promosi
acara atau promosi produk dan cara yang tidak dilarang oleh norma-norma/aturan-
aturan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Sosial R.I.
Nomor 83/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jzin Dan
Penyelenggaraan Undian Gratis.

Berdasarkan-Memori Penjelasan ‘atas UU Nomor 22 Tahun 2954 téntang
Undian jo. Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor 14A/HUK/2006 tentang 1zin _Undia.n,
terdapat dua jenis undian yang diatur dalam peraturan perundangan, yaitu :

1) Undian yang ada harga nominal.

Yaitu suatu undian yang diselenggarakan dengan menjual kupon undian yang

harga nomialnya tclah ditetapkan terlebih dahulu.
2) Undian gratis berhadiah.

Yaitu, suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan

digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain.

Sedangkan mekanisme atau tata cara-pelaksanasgn atau penarikan undian,
berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor 14A/HUK/2006 tentang
Izin Undian, terdiri atas dua, yaitu:

a. Undian Langsung, yaite undian yang perentuan pemenang hadiahnya

dilakukan secara langsung tanpa diundi dalam waktu tertentu yang
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hadizhnya dapat langsung  diketahui; seperti dengan cara
menggosok/mengerik atau cara lain.

Undian Tidak Langsung, yaitu undian yang penentuan pemenangnya
dilakukan dengan cara mengundi kupon atan lemabar bukti kepesertaan

undian lainnya dalam waktu tertentu. |

Dasar Hukom Undian

Pelaksanaan undian di Indonesia dilaksanakan berdasarkan payung hukum

yang telah ditetapkan yaitu °7:

) ‘Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian,

2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1973 tentang
Penertiban Penyelenggaraan Undian.

3) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-4-PW-07.03 Tahun 1984
tentang Wewenang Peny;idik Pegawai Negeri Sipil.

4) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 38/HUK/KEP/1938 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial.

5) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis.

6) Peraturan Menteri Sosial RI 'Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemel_l Sosial,

7) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian.

7 «Prasar Hukum/Produk Hukum,” <hitp://ererw.ppsdp@depsos.go.id >, 17 Pebruari 2006.
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Undian gratis fidak identik dengan bentuk perjudian, selama hadiah yang

~ diberikan bukan berasal dari vang para peserta yang dikumputkan, Yang dimaksud

dengan judi menurut Pasal 303 Kitab Urndang-undang Hukum Pidana (KUHP)

adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung

bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lfebih

mahir. Disitu termasuk segala pertaruban tentang keputusan perlombaan atan

permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau

bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

1y

2)

3)

Dasar hukum dari judi adalah :

Pasal 303 dan Pasal 542 KUHP;

Undang-uadang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penc'rtibay Perjudian;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pepertiban
Perjudian,

Unsur-unsur dari judi dapat dilihat dari beberapa indikasi, yaitu :

Adanya peserta yang jumlahnya lebih dari satu orang;

Adanya pe;nnainan yang jenis dan bentuknya ditetapkan oleh peserta;
Pesertanya terlibat dalam svatu permainan baik langsung maupun tidak
langsung;

Pesertanya mempunyai keahlian/ketrampilan/kemahiran dalam -permainan
terse-but;

Ada yang dipertaruhkan;
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Kemenangan ditentukan berdasarkan keahlian/ketrampilan/kemahiran peserta

atau dapet pula didasarkan pads peruntungan belaka (seperti pacuan kuda,

pacuan anjing, adu ayam dan lainnya)®,

Untuk lebih lanjut, berikut adalah bagan yang menguraikan perbedaan antara

undian dengan judi®

No. UNDIAN No. JUDI

1.. | Peserta tidak dapat lk:lt serta | 1. |[Peserta dapat ikut serta bermain
bermain  atau  jkut  serta {dan untuk ikut mempengaruhi
menentukan  uatuk  menjadi kemungkinan sebagai pemenang.
pemenang. F g™

2. | Peserta lebih bersikap pasif dalam | 2. | Peserta dapat ikut aktif wuntuk
penentuan pemenang. . menentukan pemenang.

3. {Penentuan pemenang dilakukan|3. |Penentuan  pemenang  dapat
dalam waldu satu kali (dalam sat dilakukan berulang kali dafam
waktw/periodik  yang  relatif waktu yang relatif singkat.
berjangka lama).

4. [ Dasar hukumnya Undang-Undang [ 4, | Dasar hukumnya UU Nomor 7
Nomor 22 Tahun 1954. Tahun 1974 dan KUHPidana Pasal

303.

5. | Diizinkan. 5. | Dilarang (Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1981).

" “Pengetian Undian,” <http://orww.ppsdp@idepsos.go.id >, 17 Pebruart 2006.
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3. Penyelenggaraan Undian

Dalam rangka mengantisipasi keinginan masyarakat yang semakin meningkat
dalam menyelenggarakan undian gratis berhadiah, maka setiap penyelenggaraan
undian gratis tersebut harus terlebih dahulu mendapat izin dari Departernen Sosial.
Sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1954
tentang Undian jo. Pasal 2 ayat (1) dar Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Sosial R.I

Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian.

Pasal ] ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian menyebutkan
bahwa:

Barang snépa mengadéké.ﬁ undian harué Iebih dahulu mendapat izin dari yang
berwajib berdasarkan peraturan- peraturan dalam pasal-pasal berikut, kecuali
yang ditctapkan dalam Pasal 2.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial R.]. Nomor 14A/HUK/2006 tentang
Izin Undian menyebutkan bahwa, “Setiap penyelenggaraan undain harus mendapat
izin terlebih dahulu dari Menteri Sosial.”

Dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menterd Sosial R.I. Nomor 14A/HUK/2006

tentang Izin Undian menyebutkan bahwa:

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(l), penyelenggaraan
undian yang berasal dar: luar negeri dan yang termasuk kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus mendapat izin dari Menteri Sosial.

Departemen Sosial kemudian akan mengkaji serta memastikan bahwa

permohonan penyelenggaraan undian tersebut tidak tergolopg perjudian atau
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mengandung unsur-unsus judi®. Izin yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial

dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Sosial®.

Pelangga._ran terhadap undian yang tidek mendapat izin terlebih dahulu atau

menyimpang dari ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan

Pemberian Izin Undian, dikenakan sanksi sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal

12 UU Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian, yaitu:

1) Dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau hukuman

denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah dihukum barang siapa yang :

a.

Mengadakan undian tidek mendapat izin lebih dahulu seperti
dimiaksud dalam Pasal 1ayat (1); e
Melakukan tanpa izin Menteri Sosial perbuatan-perbuatan yang

menurut Pasal 10 ayat (1) terlebih dahulu harus dirnintakan izin;

| Méngadakan undian yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai

tercantum dalam keputusan izin berangkutan;

Menjual, menawarkan, membapgi-bagikan kepada umum atau
menyimpan untuk dijual, ditawarkan dan dibagi-bagikan kepada
umum surat-surat undian dari pada undian seperti dimaksud pada sub
a di atas;

Melakukan perbuatan apapun juga dengan maksud membantu

perbuatan-perbuatan dimaksud pada sub a, b, ¢, dan d tersebut diatas;

% Hasil wawancara dengan Bapak Mahoedi,S.H. Kepala Seksl Standarisasi dan Bimbingan Teknis
Subdit Pemantauan dan Peleporan, Direktorat Pengnmpulan dan Pengeloleen Sumber Dana
Sosinl(PPSDS) Departemen Sosial R1.

¢! Sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 14A/HUK/2006
yang berbunyi, "Tzin penyelenggaraan undian diberikan dalam bentuk Keputusan Menteri Sosial dan,
dituangkan dalam kertas khusus yang diperuntukkan untuk itu.”
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2)

3

4

f. Memakai uang hasil undian menyimpang dari maksud mengadakan
undian tersebut dalamPasal 4 ayat (1) sub a atau memakai hasil
undian menyimpang dari syarat-syarat pemakaian itu tersebut dalam
surat izin dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali bilamana Menteri

Sosial memberikan izin untuk menyimpang.

Dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.3000,- (tiga ribu rupiah)

dihukum barang siapa yang tidak mengadakan pemberitahuan seperti
dimaksud dalam Padal 3 sub b.

Perbuatan-perbuatan termaksnd dalam ayat (1) dan (2) dipandang sebagai
pelanggaran; -

Semua harta benda kepunyaan terdakwa yang diperolehnya karena
melakukan pelanggaran dimaksud dalam ayat (3) terscbut diatas dan segala
sesuaty yang dipergunakannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan
dimaksud dalam ayat (1) den (2) tersebut diatas, baik kepunyaan terdakwa

maupﬁn orang lain dapat disita oleh Negara.

Tata Cara Permohonan Izin Undian Gratis Berhadiah

‘Berikut ini merupakan tata cara pengajuan permohonan izin untuk

menyelenggarakan undian berhadiah gratis:

i.

Permohonan izin diajukan kepada Menteri Sosial RI up.Direktorat Jenderel
Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI;
Permohonan izin dibuat secara tertulis diatas kertas kop surat resmi (asli) dan

bermaterai cukup serta menyebutkan penanggung jawabnya;
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h)

Permohonan izin serta persyaratannya diajukan dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari sebelum penyelenggaraan undian gratis;

Permohonan izin diterima oleh pejabat yang ditunjuk, pemochon izin
be}kcwajiban membayar bitiya permohonan izin yang besarnya sesuai dengan
ketentuan perundangan yang berlaku;

Pada saat pengambilan Surat Keputusan Izin Undian Gratis, pemohon harus
memperlihatkan buktt penyetoran dana kescjahtataan sosial, sebagai
kewajiban pemohon membantu usaha kesejahteraan sosial;

Pengajuan perubahan dalam penyelenggaraan undian gratis selambat-
laiibatnya 14 (empat belas) hari ‘sebelium pelaksansan penarikan undian dan

harus diumumkan melalui media massa®.

" Surat permohonan izin tersebut harus menyebutkan hal-hal sebagai berikut :

Nama badan dan alamat secara jelas yeng masih berlaku;
Nama mﬁohon dan jabatan pada badan atau organisasi;

Jenis barang/jasa yang dipromosikan;

Mekanisme dan teknis penyelenggaraan undian;

Mekanisme dan telmis penentuan pemenang hadiah;

Mekanisme dan teknis perentuan pemenang;

Jangka waktu dan wilayah penyelenggaraan undian;

Tempat dan tanggal penyegelan kupon/sarana undian (untuk wundian

berhadiah langsung);

2 Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin
Dan Penyelenggaraan Undian Gratis jo. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 14A/HUK/2006 tentang
Izin Undian.
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k)
k)

D)

Tempat dan tanggal penarikan undian atau pengundian hadiah (untuk undian
gratis berhadiah tidak langsung);

Cara penarikan undian atau penentuan yang berhak menerima hadiakh;

Daftar dan jenis hadiah (dijelaskan secara lengakap dan rinci mengenai jenis,
jumlah, merk/Aype, dan tahun pembuatannya dengan mempertimbangkan

nilai guna/manfaat dari hadiah tersebut);

 Tanggal dan cara pengumuman hasil penarikan undian melalui media

massa®,

Syarat-syarat Penyelenggara Undian Gratis Berhadiah

Guna memperoleh izin dari Departemen Sosial RI, badan atau penyelenggara

harus memenuhi syarat-syarat scbagai berikut :

a.

Diajukan oleh suatu Badan yang berbadan hukum atau yang tic.iak berbadan
hukum;

Adanya rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat;

Mempunyai Akta Pendirian atau Akta Notaris atau Keputusan Pembentukkan
Panitia/Kepanitiaan;

Mempunyai susunan pengurus/kepanitiaan,

Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

Menyebutkan  pokok-pokok kegiatz;n dari organisasi’badan yang
bersangkutan;

& Ibid,
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Bagi badan yang akan menyelenggarakan undian gratis sekurang-kurangnya
harus telah terdaftar pada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Bagi badan yang kegiatannya dibidang usaha perdagangan harus memiliki
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

Hadiah yang berupa barang harus mencantumkan harga sesuai dengan harga
di pasaran;

Hadiah-hadiah undian gratis harus telah tersedia pada saat permohonan izin
diajukan atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum penyegelan;
Surat permohonan izin harus ditanda tangani langsung dan tidak boleh
diwakilkan oleh Agency yang mengurusnyi;; _ '

Untuk penyelenggaraan undian yang berasal dari Luar Negeri harus diajukan
oleh organisasi/badan/perwakilan yang berkedudukan di Indonesia;
Membayar biaya permohonan izin sesnai dt;ngan ketentuan yang berlaku per
penarikan/per periode;

Melaksanakan kewajiban membantu usah;cx kesejahteraan sosial yang
besarnya sesuai Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 09/PEGHUK/2002,
sebesar 10% dari jumiah total hadiah sebagimana ditetapkan dalam Surat
Keputusan Menteri Sosial tentang Izin Peﬁyelenggaman Undian Gratis

Berhadiah, serta disetorkan langsung ke Departemen Sosial®,

5 Persyaratan Permohonan Izin Undian Gratis Berhadiah, <htip://www.ppsdp@depsos.go.id >, 17
Pebruari 2006.
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Kewajiban Penyelenggara Undian

Badan atau penyelenggara undian yang telah memperoleh Surat Izin undian
dari Menteri Sosial Rl, mempunyai kewajiban sebagai berikut :

L. Membayar biaya permohonan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku per
penarikan per periode sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

2. Melaksanakan kewajiban membantu usaha kesejahteraan sosial yang
bersarnya sekurang-kurangnya 10% (sepulubh persen) dari jumlah
keseluruhan hadiah dan disetorkanftransfer langsung ke Rekening
Departemen Sosial A.n. Menteri Sosial RI di Bank Bukopin Nomor

- 101.8156.012 semua cabang;
3. Penyelenggara undian diwajibkan menyetor!can pajak hadiah undian pratis
- sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah total keseluruhan hadiah
yang felah dipungut dari para pemenang ke Kas Negara melalui Bank
Persepsi (PP Nomor.132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah

Undian)®.

€. Pelaporan

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor
14A/HUK/2006 tentang Izin Undian setelah tanggal berakhimya penyelenggaraan
undian gratis, penerima izin/penyelenggara undian wajib menyampaikan laporan
secara tertulis mengenai hasil penyelenggaraan undian gratis paling lambat 30 (tiga

puluh) hari setelah penycrahan/pemberian hadiah kepada pemenangnya.

3 Ibid.
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Selanjutnya dalama Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor
14AIHU}_02006 tentang Izin Undian merinci bahwa laporan yang wajib disampaikan

| kepada Menteri Sosial meliputi
1. Berita Acara pelaksanasn pengundian untuk undian tidak langsung dan/atau

Berita_Acara Penyegelan untuk undian langsung vang dibuat/disahkan oleh

Notaris; .

2. Daftar pemenang hadiah undian dan tanda terima/penyerahan hadiah serta
foto copy K TP/identitas dirt lainnya yang masih berlaku dari pemenang;

3. Daftar hadiah yang tidak tertebak atau tidak diambil oleh pemenangnya
dalam waktu-yanig telah ditentukan:

4.  Tanda bukti penyetoran pajak penghasilan atas hadiah undian ke Kas Negara
setempat melalui Bank Persepsi dengan menggunakan formulir Surat Setoran

Pajak Final (SSP Final);

5.  Dokumentasi waktu pelaksanaan penarikan atau penyerahin hadiah kepada
pemenang.

Sedangkan untuk hadiah yang tidak diambil oleh pemenangnya atau tidak
tertebak, maka penyelenggara undian wajib menyerahkan hadiah yang tidak tertebak
atau yang tidak diambil oleh peménangnya tersebut kepada Departemen Sosial RI
cq.Direkiorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, dalam wa&u 60 (enam puluh)
hari sejak tanggal penarikan atau pengumuman pemenang di media massa, unfuk

dipergunakan bagi kepentingan sosial,
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Ketentuan-ketentuan Lainnya

Undian gratis tidak diperbolehkan untuk disclenggarakan apabila :

L. Jumlah dan jenis hadiahnya tidak dapat diketahui atau dideteksi terlebih

dahulu oleh pemberi izin ataupun yang dari segi pengamanan, baik terhadap

peleksanaan undian maupun alat/sarana yang digunakan untuk

menyelenggarakan undian tidak dapat dijamin;

2, Undian tersebut dilakukan untuk promosi atau penjualan barang-barang

seperti :

a)

b)

€)

Tujuan

Obat-obatan yang dikonsumsi,

~ Rokok dan minuman keras-dan’ lain-lain yafig membahayakan bagi

kesehatan dan keselamatan jiwa;

Menunut sifatnya tidak layak untuk dipromosikan;

Tidak menduklmg usah;a—usaha kesejahteraan sosial (misalnya: jasa
hiburan yang sifataya mengarah kepada kemaksiatan dan lainnya yang
dapat meresahkan masyarakat};

Pemohon bukan perusshaan yang mempromosikan produk kecuali
bekerja sama;

Yang menurut ketentuan perundang-undangan dilarang untuk

dipromosikan®.

Penertiban penyelenggaraan undian berhadiah yang dilakukan oleh

Departemen Sosial RI dalam satu regulasi bertujuan untuk:

& “persyaratan Permohonan Izin Undian Gratis Berhadiah,” <http:/www.ppsds@depsos.go.id>, 17

Pebruari 2006,

53

Peran notaris ..., Anna Firman, FH Ul, 2008




b)

d)

Terhimpunnya dana berupa pajak yang diserahkan langsu.ng- oleh

penyelenggara ke Kas Negara.

Terhimpunnya sumbangan dana uszha kesejahteraan sosial yang diserahkan
langsung oleh penyelenggara ke Rekening Departemen Sosial sebagai titipan
dari masyarakat yang akan dipergunakan bagi kepentingan penanganan
masalah kesejahteraan sosial.

Terciptanya keadaan yang kondusif bagi terselenggaranya undian gratis
bethadiah secara tertib dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan
yang berlaku.

Adanya pengawasén dari pémerintah dalam rangka pelaksanaan undian gratis

berhadiah yang dapat dipertanggung jawabkan secara benar sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku®.

ANALISA PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA UNDIAN
GRATIS BERHADIAH

Dasar Hukum Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta

Undian Gratis Berhadiah

Berkaitan dengan perkembangan dunmia bisnis dalam masyarakat,

penyelenggaraan undian gratis berhadiah merupakan salah satu kegiatan dalam dunia

usaha yang saat ini marak diselenggarakan dimana melibatkan masyarakat secara

luas, Kehadiran undian gratis barhadiah merupakan salah satu kegiatan yang sangat

disukai oleh khalayak luas untuk mendapatkan keuntungan.

 Ibid.
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Sebagaimana yang telah disebutkan sebutkan sebelumnya, bahwa terdapat 2
(dua) tata cara atay mekanisme pelaksanaan undian gratis berhadiah, yaitu undian
langsung dan undian tidak langsung. Proses pelak.sanaan undian gratis berhadiah baik
langsung maupun tidak langsung ini, terdiri dari beberapa rangkaian utama yaitu
proses peredaran, penyegelan dan pengundian®,

Proses peredaran merupakan proses diedarkannya sarana undian seperti
surat/kupon/nomor/bukti kepesertaaan undian Jainnya kepada khalayak luas®. Proses
penyegelan, yaitu proses dimana semua sarana undian  seperti
surat/kupon/nomor/bukti ke_;_)escrtaau undian lainnya disegel terlebih dahulu sebelum

_ diedarkan. Penyegelan ini-hanya dalanpelaksinaan undian langsung; sedangkan
penyegelan dalam undian tidak langsung, dilakukan sebelum tahap pengundian’®.
Selanjutmya adalah proses atau tahap pengundian untuk menentukan pemenang dari
undian gratis berhadiah. Tahap pengundian ini hanya tcrﬂapat dalam pelaksanaan
undian gratis berhadizh tidak langsung.

Guna menjamin setiap proses penyeclenggaraan undian gratis berhadiah
tersebut berjalan secara tertib, terbuka seria terjamin kepastian hukumnya, maka
diperlukan suatu ala§ bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang

terkuat dan sempurna yaitu berupa akta ofentik. Sebab dengan adanya akta otentik,

8 Bab V Peredaran, Penyegelan dan Pengundian, Peraturan Menteri Sosial R.1. Nomor
14A/HUK/2006 tentang Izin Undign

“® Pasal 14 Peraturan Menteri Sosial R.1. Nomor 14 A/HUK/2006 tentang Izin Undian, menyebutken
babwa, “Lembar surat/kupon/buldi kepesertaan undian lainnye, hanya dapat dijual atau diedarkan -
dalam jengka waktu sebagaimana ditelapkan dalam keputusan izin penyelenggaraan undian.”

7 pasal 16 Peraturan Menteri Sosial R.I. Nomor 14A/HUK/2006 tentang Jzin Undian, menyebutkan
bahwa, “Untuk undizan langsung sebelum lembaran surat/kupon/bukti kepesertaan undian lainnya
diedarkan, harus dilakukan penyegelan terlebih dahulu.” Jo. Pasal 17 Petaturan Menteri Sosial R.L
Nomor 14A/HUK2006 tentang Jzin Undian menyebulkan bahwa, “Untuk undien tidak Ian

sebelum dilakukan pengundian harus terlebih dahulu diadakan penyegelan terhadap seluruh lem
surat/kupon/nomor/bukdi kepesertean undian lainnya.”
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tentunya akan lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum sehingga diharapkan .

dapat memperkecil sengketa hukum diantara para subjek hukum.

Untuk dapat membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan
yang diangkat khusus untuk tugas tersebut, yaitu antara lain sebagai pejabat umum’".
Pejabat umum yang dimaksud dalam hal ini adalah Notaris.

Penepasan Notaris selaku pejabat umum diseﬁutkan datam Pasal 1 angka 1
UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Yabatan Notaris bahwa, “Notaris adalah pejabat
umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya

sebagaimana yang dimaksud dalam UU ini,” jo. Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri

‘Hukum dan Hak Asasi Manusia- R} Nomor M-01.HT.03:01 Tahun 2003 tentang

Kenotarisan, bahwa “Nofaris adalah pejabat umum yang melaksanakan tugasnya :

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris.”

Dengan demikian, jelas disebutkan bahwa Nolaris itu adalah pejabat umum,
artinya orang yang diangkat untuk bertuga:s menjalankan jqbatmmya untuk melayani
kepentingan umum’., Adapun tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam

Pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk
dmyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,
meny;mpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu
sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan
kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang,.

7 NOl.Od.lSDel‘JO op.cit., him. 43.
7 frawan Soerdjo, “Kajian Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-LIL/2005

Suatu Tinjauan Khusus Penggunaan Lambang Negrra pada cap/stempel Notaris, “ Jurnal Konstitusi
Volume 2 Nomor 3 {(November 2005) : 102,
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Penjabaran dari kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik mengenai
semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan
perundang-undangan, semuanya sepanjang pembuatan ekta-akta itu tidak juga
dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang
inilah, yang kemudian dapat ditemuken pada keterhibatan Notaris dalam
penyelenggaraan undian gratis berhadiah untuk membuat akta otentik mengenai
pelaksapaan undian tersebut.

Menunt Risbert,S_H., Notaris di Jakarta Selatan yang sering diundang untuk
menyaksikan pelaksanaan undian gratis, bahwa secara spesifik UU Nomor 22 Tahun
11954 “tentang “Undian' dan -UU ‘Nomior 30 Tahin 2004 tentang Jabatan® Notaris
memang tidak menyebutkan secara eksplisit keterlibatan Notaris sebagai pejabat
umum dalam pelaksanaan undian gratis berhadiah™. Namun keterlibatan Notaris
tersebut discbutkan secara eksplisit didalam Pasal 18, 19, 20, 21 dan 22 Peraturan
Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tertang Izin Undian jo. Bagian V.
Penyelenggaraan Undian angka 5, 6, 7 Keputusan Menteri Sosial R1. Nomor
73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksapaan Pemberian Izin Dan Penyelenggaraan
Undian Gratis yaitu untuk membuat Berita Acara undian gratis berhadiah’™.

Didalam Pasal 18 Peraturan Menter1 Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang

Izin Undian disebutkan bahwa: &

Penyegelan terhadap lembar surat’kupon/nomor/bukti kepesertaan undian
lainnya dilakukan oleh pejabat Departemen Sosial dan instansi sosial Provinsi
setempat, dihadapan Notarls dengan disaksikan oleh penyelenggara dan
Kepolisian setempat untuk selanjutnya dibuatkan berita acara yang disahkan

oleh Notaris,

it - Hasil wawancara dengan Risbert, S H., Notaris Jakarta Selatan pada tanggal 26 Juni 2008,
J’brd
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Pasal 19 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin

Undian menyebutkan bahwa:

Pengundian hanya dilakukan terhadap penyelengparaan undian tidak

langsung dengan ketentuan:

1. Telah dilakukan penyegelan terlebin dahulu sebagaimana dltetapkan
dalam Pasal 18.

2. Peserta undian telah memenuhi syarat dan sesuai dengan yang
ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan -
Undian.

3. Telah tersedia hadiah dengan jumlah dan jenis hadiah sesuai dengan

yang ditetapkan dalam Swvrat Keputusan Pemberian lzin
Penyelenggaraan Undian,

Serta Pasal 20 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin

Undian menyebutkan bahwa: -~

Pengundian yang telah memenuhi ketentuan sebagimena dimaksud dalam
Pasal 19, dilakukan oleh penyelenggara dihadapan Notaris dan bersifat
terbuka unfuk umum dengan disaksikan oleh pejabat Departemen Sosial
dan/atau instansi sosial Provinsi serta Kepolisian setempat.

Selanjutnya Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006

tentang Izin Undian menyebutkan bahwa :

Setelah

pelaksanaan pengundian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

20, dibvatkan Berita Acara yang disahkan oleh Notaris,”

Pasal 22 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin

Undian menyebutkan bahwa :

)

2)

Pelaksanaan penyegelan dan pengundian yeng tidak sesuai dan tidak
memenuhi ketenipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal
19, Pasal 20, dan Pasal 21 dinyatakan tidek sah.

Penyegelan dan pengundian yang dinyatakan tidak sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penyegelan dan pengundlan
ulang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari
terhitung sejak tanggal dinyatakan tidak seh.
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Sedangkan didalam bagian V. Penyelenggaraan Undian angka 5 Lampiraa
Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemberian Izin Dan Penyelenggaraan Undian Gratis menyebutkan bahwa:

Sebelum pelaksanaan undian gratis berhadiah tidak langsung terlebih dahulu
harus diadakan penyegelan terhadap sarana undian dan pemeriksaan fisik
hadiah oleh Pejabat Departemen Sosial untuk wilayah Pusat dan Pejabat
Pemerintah Daerah setempat untuk wilayah Daerah scsuai tugas dan
fungsinya. Sedangkan untuip( undian gratis berhadiah langsung penyegelan
dilakukan sebelum penyelenggarasn undian oleh Pejabat Departemen Sosial
untuk wilayah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah untuk wilayah Daerah
yang ditunjuk sesuai tugas dan fungsinya serta disahkan oleh Notaris.

Selanjutnya bagian V. Penyelenggaraan Undian angka 6 Lampiran Keputusan

 Menteri Sosial. .. Nomor 73/HUK/2002.tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian
Izip Dan Penyclénggaraan Undian Gratis menyebutkan bahwa:

Penarikan undian gratis berhadiah tidak langsung bersifat terbuka untuk

umum dan dilaksanakan oleh Netaris dengan disaksikan oleh Pejabat

Departemen Sosial untuk wilayah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah

untuk wilayah Dacrah sesuai dengen tugas dan fungsinya serta Pejabat

Kepolisian setempat. i

Dalam hal tidak ada Notaris atau Notaris berhalangan hadir (dengan alasan

yang dapat dipertanggungjawabkan), penarikan undian dapat dilaksanakan

oleh Pejabat dari Departemen Sosial unfuk wilayah Pusat dan Pemerintah

Daerah untuk wilayah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya seria hanis
disahkan oleh Notaris.

Serta bagian V. Penyelenggaraan Undian angka 7 Lampiran Keputusan
Menteri Sosial R.I. Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian

Izin Dan Penyelenggaraan Undian Gratis menyebutkan bahwas:

Notaris yang melaksanakan penarikan vndian, harus membuat Berita Acara

hasil penarikan undian yang berisi:
a. Nomor dan tanggal Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan
Undian,

b. -Susunan hadiah;
c. Jum{ah hadiah;
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d. Susunan pemenang hadiah§

E. Nama atau nomor pernenang hadiab.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dilihat secara jelas bahwa
kedudukan Notaris dalam proses penyelenggaraan undian gratis berhadiah adalah
suatu keharusan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undang
yang berlaku. Di dalam tzhap penyegelan danfatan pengundian yang merupakan
rangkaian dari proses pelaksanaan undian gratis berhadiah baik sccara_ langsung

- maupun tidak langsung, harus dilakukan dihadapan Notaris, Hal ini bertujuannya
untuk melegalisasikan atan mensahkan proses penyegelan dan pengundian tersebut’.
‘Dan selanjutnya Nofaris membuiat-akta otentik miengendi pelaksanaan undian grafis

berhadiah dalam bentuk berita acara.

2. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Undian Gratis Berhadiah

Profesi Notaris sebagai jabatan yang menggeluti masalah-masalah teknis
hvkum, menuntut Notaris senantiasa berperan aktif meningkatkan pelayanan dan
preduk hukum dalam menghadapi dinamika pembangunan nasional yang semakin
kompleks, dalam rangka memberikan kelancaran dan kepastian hukum segenap
usaha yang semakin banyak dan luas’.

Penyelengparaan undian gratis berhadiah merupakan salah satu bentuk usaha
yang semakin meluas didalam kegiatan bisnis mayarakat. Untuk menjamin

penyelenggaraan undian dapat berjalan secara adil dan terbuka serta untuk mencegah

7 Hasil wawancara dengan Mahudi, S.H. Kepala Seksi Standarisasi dan Bimbingan Teknis Subdit
Pemantauan dan Pelaporan, Direktorat Pengumpulan dan Pengelolean Sumber Dana Sosial (PPSDS),

Pada tanggal 25 Juni 2008.
® Suhrawardi K.Lubis, Efika Profesi Hukum, cel. 1, (Yakarta : Sinar Grafiks, 1994), hlm 35.
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ckses undian yang negatif terhadap masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan
beberapa regulasi untuk menertibkan pelaksanaan undian gratis tersebut. ;S,alah satu
diantaranye adalah dengan melibatkan Notaris selaku pejabat umum dalam
penyelenggaraan undian gratis berhadiah, agar pelaksanaan undian gratis dapat
berjalan secara objektif.

Jabatan Notaris merupakan svatu profesi hukum yang notabene merupakan
pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah. Sehingga Notaris merupakan organ
pemerintah yang mewakili pemerintah untuk melayani masyarakat yang
membutuhkan jasanya” . Meskipun Notaris diangkat oleh pemerintah, tetapi profesi
‘Notaris- merupakan_profesi- yang mandiri; tidak tunduk- atau-subordinated kepada
pemerintahk dan tidak memperoleh gaji dari pemerintah’®.

Pelayanan Notaris dalam ruang lingkup hukum privat dikhususkian untuk
memberikan pelayapan pembuatan akia otentik serta tugas lain yang dibebankan
padaﬁya selaku pejabat umum. Pembuatan akta otentik ini, ada yang diharuskan oleh
‘peraturan perundangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan
perlindungan hukum, dan ada juga yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan
untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan
perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat
secara keseluruhan.

Sechubungan dengan penyelenggaraan undian gratis berhadiah, maka
keberadaan Notaris didalamnya merupakan suatu keharusan/ketetapan sebagaimana

yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

™ Mertokusumo, op.cif. him.147
.
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Keberadaan Notaris terkait dengan penyelenggaraan undian gratis berhadiah
adalah, tentunya dalam kapasitas selaku pejabat umum dengan kompetensi penuh
untuk membuat akta otentik sebagaimana yang telah disyaratkan dalam peraturan
perundang-undangan. UU Nomor 30 Tahuh 2004 tentang Jabatan Notaris jo.
Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian jo. Keputusan
Menteri Sosial R.1. Nomor 73/HUK/2002 tentang Pefunjuk Pelaksanaan Pemberian
Izin Dan Penyelenggaraan Undian Gratis, merupakan das.;r hukum bagi Notaris
dalam menjalankan kewenangannya dalam membuat akta otentik mengenai
pelaksanaan undian. -

' Didalam ketentuan Pesal 18; 19, 20, 21, dan 22 Peraturen Metteri Sosial
Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian jo. bagian V., Pelaksanaan Undian angka
5, 6, dan 7 Lampiran Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 73/HUK/2002 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Dan Penyelenggaraan Undian Gratis
sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa setiap pelaksanasan undian
gratis baik dalam undian gratis berhadizh langsung maupun dalam undian gratis
berhadiah tidak langsung, pada tahap penyegelan maupun tahap penarikan undian
sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan undian, harus
diselenggarakan dihadapan Notaris sechingga Notaris dapat mengesahkan proses
penyegelan dan/atau penarikan tersebut’™, Dan éelanjumya Notaris membuat Berita
Acara Penyegelan dan/atau Berita Acara Penarikan.

Oleh karena bentuk akta otentik yang dibuat oleh Notaris berupa berita acara

atau relaas akta atau disebut juga akta pejabat, maka delam pelaksanaannya sebelum

™ Hasil wawancara dengan Mahudi, S.H. Kepala Seksi Standarisasi dan Bimbingan Teknis Subdit
Pemantauan dan Peleporan, Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial (PPSDS),
pada tanggal 25 Juni 2008, ’
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menjelankan kewenangannya tersebut, Notaris terlebih dahulu diminta untuk hadir
oleh pihak penyelenggara (badan hukum/bukan badan hukum yang memiliki akta
pendirian/akta Notaris/Keputusan Pembentukkan Panitia), guna membuat catatan
tentang apa dibicarakan dan apa yaag diputuskan dalam acara penyegelan dan/stau
penarikan undian gratis berhadiah®. Atas permintaan tersebut, Notaris kemudian
menghadiri untuk menyaksikan dan membuat berita acara dengan teliti mengenai apa
yang disaksikannya, apa yang didengar dan apa yang diputuskan dalam acara
peayegelan dan/atan penarikan undian gratis tersebut.

Sebelum menjalankan perannya membuat berita acara penyegelan dan/atau
penarikan, ada-beberapa hal yang péiiting yang herus diperhatikan dan dicermrati oleh
Notaris. Yang paling utama dan pertama sekali adalah Notaris terlebih dahulu harus
melihat Surat Keputusen dari Menteri Sosfal R.I mengenai pemberian izin
pelaksanaan undian gratis berhadiah yang dimiliki oleh pihek penyelenggara®.
Tanpa adanya Surat Keputusan tersebut, Notaris tidak boleh membuat berita acara
penyegelan dan/atau penarikan undian gratis berhadiah®.

Sebab penyelenggaraan undian gratis berhadiah tanpa memiliki izin dari
Menteri Sosial merupakan perbuatan illegal, sebagaimana yang diatur dalam
peraturan perundangan bahwa sctiap pelaksanaan undian gratis berhadiah harus

terlebih dahulu memperoleh izin dari Departemen Sosial®. Izin yang diberikan

# Hasil wawancara dengan Imran Ilyas,S.H, Notaris di Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juni 2008.
¥ Hasil wawancara dengan Imran llyas,S.H. Notaris i Jakarta Pusat tangga! 24 Junl 2008 dan
Risbert,S.H. Netaris di Jakarta Selatan tanggal 26 Juni 2008, Notaris yang sering mengngani
Ezembuamn Berita Acara mengenai pelaksanaan undian gralis berhediah.

i,
% Sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayet (1) UU Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian, yaitu “Barang
siapa mengadaken undian harus lebih dahulu mendapat izin dari yang berwajib berdasarkan peraturan-
peraturan dalam pasal-pasal berikut, kecuali yang ditetapkan dalam Pasal 2,
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tersebut tentunya telah melalui pemeriksaan dan pertimbangan oleh Departemen
Sosial sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Selain itu, Notaris juga harus menyimak syarat-syarat serta peraturan dari
penyelenggara spakah sudah sesuai demgan peraturan perundangan yang berlaku®.

Seperti pada seat akan dilakukan penyegelan dan penarikan undian, Notaris harus

memperhatikan dan memastikan bahwa semua pihak yang berkompeten yaitu pejabat

Departemen Sosial dan/atau instansi sosial Provinsi dan pihak Kepolisian setempat
telah badir untuk memenuhi syarat pelaksanaan undian, serta memeriksa hadiah dari
undian gratis tersebut telah tersedia dan sesuai dengan pengumuman®.

Dua jenis berita acara yang dibuat oleh Notaris ymtu berita acara j:iéii);ééelan
dan/atau berita acara penarikan undian gratis, tidak terlepas dari tata cara atau
mekanisme pelaksanaan undian pgratis yang terdiri dari undian gratis berhadiah
langsung dan undian gratis berhadiah tidak langsung sebagaimana yang terdapat
dalam Pasal | Perafuran Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian,

Dalam hal undian gratis berhadiah langsung, set_;elum surat/kupon/bukti
kepesertaan undian lainnya diedarkan, harus dilakukan penyegelan terlebih dahulu,
sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial R.I. Nomor
14A/MUK/2006 tenta;mg Izin Undian, Sedangkan dalam hal undian pratis berhadiah
tidak langsung, sebelum dilakukan pengundian harus terlebih dahulu diadakan

penyegelan terha-dap seluruh lembaran surat’/kupon/bukti kepesertaan undian lainnya,

jo. Pasal 2 ayat (1} Peraturan Menteri Sosial R.1. Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian, yaita
“Setiap penyelenggaraan undian harus mendapat izin terlebih dahulu darl Menteri Sosial.?
™ Hasil wawancara dengan Imran Ilyas, S.H., Notaris di Jakerta Pusat, pada tanggal 24 Juni 2008 dan
;skisbert,s.l-l., Notaris di Jakarta Selalan pada tanggal 26 Juni 2008,

Ibid.
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sebagaimana yang termakiub dalarﬁ Pasal 17 Peraturan Menteri Sosial R.I. Nomor
14A/HUK/2006 tentang Y¥zin Undian. |

Penyegelan terhadap surat’kupon/nomor/bukti kepesertaan uadian lainnya
baik dalam undian gratis berhadiah langsung maupun undian gratis berhadiah tidak
langsung, dilakukan oleh pejabat Departemen Sosial dan instansi sosial Provinsi
setempat, dihadapan Notaris dengan disaksikan oleh penyelenggara dan Kepolisian
setempat untuk sclanjumya dibuatkan berita acara yang disahkan oleh Notaris,
sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Sosial R.I. Nomor
14A/HUK/2006 tentang Izin Undian jo. V. Penyelenggaraan Undian angka 5
Lampiran Keputusan Menteri Sosial- R.1.-Nonior 73/HUK/2002 tentang Petuiijuk
_ Pelaksana Pemberian jzin Dan Penyelenggaraan Undian Grans

Dengan demikian sebelum undian gratis berhadiah langsung diselenggarakan,
pejabat Departemen Sosial dan/atau instansi sosial Provinsi terlebih dahulu
melakukan penyegelan atas sarana undian dan melakukan pemeriksan fisik hadizh
dihadapan Notaris. Menurut Mahudi S.H., penyegelan yang dilakukan dihadapan
Notaris bertujuan untuk melakukan pelegalisasian terhadap sarana undian gratis
tersebut, serta melindungi konsumen dari tindakan penipuan®. Dan selanjutnya atas
apa yéng disaksikan, apa yang didengar, dan apa yang diputuskan dalam acara
penyegelan tersebut, oleh Notaris kemudian menuangkan peristiwa yang telzsh
disaksikannya ke dalam Berita Acara Penyegelan. Kemudian berita acara penyegelan

tersebut diserahkan oleh Notaris kepada pihak penyelenggara.

% Hasi! wawancara dengan Mahudi,S.H. Kepala Seksi Standarisasi dan Bimbingan Teknis Subdit
Pemantauan dan Pelaporan, Direktorat PPSDS, pada tanggal 25 Junl 2008.
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Sedangkan dalam hal undian gratis berhadiah tidak langsung, setelah
dilakukan penyegelan atas sarana undian dan pemeriksaan fisik hadiah oleh pejabat
Departemen Sosial sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, maka untuk
selanjutnya dilakukan pengundian dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundangan yang berleku.

Pengundian tersebut dilakukan coleh penyelenggara dihadapan Notaris dan
bersifat terbuka untuk umum dengan disaksikan oleh pejabat Departemen Sosial
dan/atau instansi sosial Provinsi serta Kepolisian setempat, sebagaimana yaog
terdapat dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Sosial Nomor- 14A/HUK/2006 tentang
Izin Undian. Bahwa didalam proses pengundian'ini pun hafus"dilakitkan dihadapan
Notaris dengan tujuan agar Notaris mengesahkan pelaksanaan pengundian tersebut.
Setelah pelaksanaan pengundian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dibuatkan
Berita Acara yang disahkan oleh Notaris, _seperti yang terdapat dalam Pasal 21
Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Uhdie_m.

Menurut Risbert, S.H. Notaris di Jakarta Selatan, pengundian dilakukan 1
(satu) hari setelah dilakukan penyegelan. Pada praktiknya, dalam tahap penyegelan
ini Notaris membuat berita acara awal mengenai penyegelan tersebut. Pada hari
;ilalcukan pengundian/penarikan undian gratis tersebut, Notaris membukakan sarana
undian (kotak yang berisi sarana undian ;eperti kupon) yang telah disegel
sebelumnya oleh Departemen Sosial. Hal ini bertujuan untuk menghindari bentuk-
bentuk kecurangan yang terjadi. _

Setelah dilakukan pengundian/penarikan undian gratis dengan disaksikan

oleh pejabat Departemen Sosial untuk wilayah Pusat dan/ataﬁ instansi sosial Provinsi
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untuk Daerah sesuai tugas dan fungsinya, Notaris dan pihak Kepolisian setempat,
maka Notaris kemudian membunat Berita Acara Penarikan yang Bcﬁsi :
1 Nomor dan tangpal Keputusan Pemberian Izin Penyelenggeraan Undian;
2) Susunan hadiah;
3) Jumlah hadiah;
4) Susupan pemenang hadiah;
5) Nama atau nomor pemenang hadiah.
Berita Acara Penyegelan dan/atau Berita Acara Penarikan yang merupakan

bentuk refaas akia atau akta pejabat, maka keharusan tande tangan para pengheadap

. tidak dipersoalken: Apabila para perighaddp yang hadir telah meninggalkan acara -

pelaksanaan undian gratis, maka Notaris cukup mencrangkan di dalam akhir akta
bahwa para penphadap yang hadir telah meninggatkan ruangan sebelum
menandatangani akta.

Pembuatan Berita Acara Penyegelan den/atau Penarikan tersebut harus dibuat
secara akta notariil. Jika dalam hal tidak ada Notaris (misalnya dalam suatu wilayah
tidak terdapat seorang Notaris) atau Notaris berhalangan hadir dengan alasan yang
dapat dipertanggung jawabkan, maka berita acara penarikan tersebut dibuat oleh
pejabat Departemen Sosial untuk wilayah Pusat dan/atau instansi sosial Provinsi
untuk daerah sesuai tugas dan fungsinya, dan kemudian Notaris membuat Pernyataan
Keputusan Rapat Undian berdasarkan berita acara yang dibuat oleh pejabat

Departemen Sosial tersebut®”.

*7 Hasil wawancara dengan Bapak Mahudi, S.H. Kepala Seksi Standarisasi dan Bimbingan Teknis
Subdit Pemantauan den Pelaporan, Direktorat PPSDS, pada ienggzal 25 Juni 2008,
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Dengan demikian dari uraian diatas, dapat disebutkan bahwa peran Notaris
dalam pelaksanaan undian gratis adalah sangat penting terkait dengan proses
penyelenggaraan undian. Dimana dalam prosgs penyegelan dan/atau pengundian
harus  diselenggarakan  dihadapan  Notaris dengan  tujuan  untuk
melegalkan/mengesahkan proses penyegelan dan/atau pengundian tersebut, dan
selanjutnya Notaris membuat akta otentik mengenai pelaksanaan undian gratis, yaitu
dalam bentuk Be—rita Acara Penyegelan dan/atau Berita AC!-H‘B Penarikan Undian,
sebagaimana yang diharuskan oleh paraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi
dalam hael tidak ada Notaris atau Notaris berhalangan hadir dengan alasan yang dapat
-dipéitanggungjawabkan; - maka proses’ penyégelan da/pengiindian tetap dapat
disefenggarakan, dimana untuk pembuat‘;m_ berita acara penyegelan dan/atau
pengundian dibuat c;leh pejabat Departemen Sosial dan kemudian Notaris membuat
Pernyataan Keputusan Rapat Undian berdasarkan berita acara yang dibuat oleh

pejabat Departemen Sosial tersebut.

E. KEDUDUKAN AKTA NOTARIS MENGENAI PELAKSANAAN
UNDIAN GRATIS BERHADIAH
Sebagaimana yang diuraikan diatas, bahwa inti dari tugas dan kewenangan
Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, pexj;njian dan
ketetapan’ yang diharuskan oleh peraturan perindang-undangan dan/atau yang
dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik seperti

yang terdapat dalam Pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2004. Yang dimaksud dengan

dan ketentuan yang terdapat dalam bagian V, Penyelenggaraan Undian angka 7 Lampiran Keputisan
Menteri Sosial R1. Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksana Pemberien Izin Dan
Penyelenggaraan Undian Gratis,
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akta ofentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata adslah suatu akta yang dalam
bentuk yang ditentukar ofeh undang-undang, dibuat oleh atau dibadapan pegawai
umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat. | |

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang Notaris adalah merupakan akta
otentik sebagai implikasi bahwa seorang Notaris itu adalah pejabat umum,
sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 2004 jo.
Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M-
01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan. Sedangkan bentuk formal suatu akta
Notaris sebagai bentuk akta yang harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan olch

-undang-undeng, diatir dalam Pasal 38 dyat (1) UU Nomor-30 Tahun 2004 tefitarig -
Jabatan Notaris.

Bentuk dari akta otentik atau akts Notariil terdiri ates 2 (dua) golongan, yaitu
akta yang dibuat “oleh” Notaris atan yang dinamakan “akta relaas” atau “akta
pejabat” (ambtelijke akter) dan akia yang dibuat “dihadapan® (ten ﬁversram) Notaris
atan yang dinamakan “akta partij” (partif akten), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1
angka 7 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sehubungan dengan pelaksanaan undian gratis berhadiah, akta yang dibuat
oleh Notaris dalam pelaksanaan undian gratis tersebut adalah dalam bentuk berita
acara atau “relaas akta” atau “akta pejabat.” Pembuatan berita acara tersebut
tentunya harus sesuai dengan koridor bentuk yang telah ditetapkan dalam Pasel 38
UU Jabatan Notaris jo. bagian V. Angka 7 Lampiran Keputusan Menteri Sosial R.I.
Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Dan

Penyelenggaraan Undian Gratis.
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Keharusan pembuatan akta otentik mengenai pelaksanaan ﬁndian gratis
berhadiah dalam bentuk berita acara penyegelan dan/atau penarikan secara notariil,
merupakan suatu penegasan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku yaitu Pasal 18, 19, 20, 21, dan 22 Peraturan Menteri Sosial
Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian jo. bagian V., Pelaksanaaﬁ Undian angka
5, 6, dan 7 Lampiran Keputusan Menteri Sosial R.1. Nomor 73/HUK/2002 tentang
Pctu;juk Pelaksangan Pemberian lzin Dan Penyelenggaraan Undian Gratis
sebagaimana fang telah diuraiken sebelumnya. Dimana disebutken bahwa
pelaksanaan undian gratis berhadiah langsung maupun undian gratis berhadiah tidak
langsung, bail dafam tahap penyegelan daiataii penarikannya harus dibuatkan berita
acara penyegelan dan/atau berita acara penarikan yang dibuat dan/atau disahkan oleh
Notaris,

Keberadaan dan kedudukan akta notaris tersebut sendiri sangat penting dalam
setiap pelaksanaan undian gratis berhadiah. Karena hal ini terkait dengan
konsekuensi .logis yang akan muncul, bilamana akta mengenai pelaksanaan undian
gratis tidak dibuat secara notariil.

Dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006
tentang Izin Undian, menyebutkan bahwa pelaksanaan penyegelan dan pengundian
yang tidak sesuai dan tidak memenuhij ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

| 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dinyatakan tidak sah. Salah satu persyaratan yang
harus dipenuhi dari ketentuan tersebut tentunya adalah, adanya berita acara

penyegelan dan/atau penarikan secara notariil. Jika syarat ini tidak dipenchi, maka
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Departernen Sosial akan menyatakan penyegelan dan peparikan yang merupakan
bagian dari pelaksanaan undian gratis tersebut tidak sah,

" Bagi penyegelan dan pengundian yang dinyatakan tidak sah tersebut, harus
dilakukan penyegelan dan penarikan ulang selambat-.lambamya dalam wsktu 14
(empat belas) hari terhitung sejak tanggal dinyatakan tidak sah, sebagaimana yang
terdapat -dalam _ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor
14A/HUK/2006 tentang Izin Undian.

Berita Acara Penyegelan (untuk undian gratis langsung) dan atau/Berita
Acara Peparikan (untuk undian gratis tidak langsung) yang dibuat secara notariil
tersebut, merupakan - lampiran ifara yang terdapat dalam laporan hasil pelaksariaan
undijan gratis disamping lampiran lainnya, yang harus diserahkan oleh pihak
penyelenggara kepada Departemen Sosial. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal
27 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial R.1 Nomor 14A/HUK/2006 tentang 1zin Undian
yaitu penerima izin/penyelenggara undian berkewajiban menyampaikan laporan
secara tertulis mengenai hasil penyelenggaraan undian gratis paling lambat 30 (tiza
pulu'h) hari setelah penyerahan/pemberian hadiah kepada pemenangnya.

Bilamana Berita Acara Penyegelan dan atau/Berita Acara Penarikan tidak
dibuat secara notariil, maka Departemen Sosial akan menolak laporan hasil
pelaksanaan undian gratis tersebut dengan alasan kefidaklengakapan,. sehingga
penyelenggara wajib untuk segera melengkapi laporan tersebut®. Jika laporan
tersebut belum juga dilengkapi oleh penyelenggara, dimana Berita Acara Penyegelan
dan ataw/Berita Acara Penarikan tidak dibuat/disahkan secara notariil, maka

™ Hasil wawancara dengan Bapak Mahmudi,S.H. Kepala Seksi Standarisasi dan Bimbingan Teknis
Subdit Pemantauan dan Peleporan, Direktorat PPSDS, pada tanggal 25 Juni 2008.
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Departemen Sosial akan menolak permohonan izin untuk penyelenggaraan undian
gratis berikutnya, scbagaimana yang terdapat dalam bagian VIII. Sankst angka 3
Lampiran Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk
' Pelaksana Pemberian Izin Dan Penyelenggaraan Undian Gratis.

Dengan demikian dapat difihat bahwa, kedudukan berita acara yang dibuat
secara notariil dalam pelaksanaan undian gratis berhadiah memiliki peran yang
cukup signifikan. Akta otentik undian gratis berhadiah dalam bentuk berita acara
atau relans akta atau akta pejabat tersebut, mempuanyai implikasi hukum dalam
kekuatan pembuktiannya.

" Sebagai Keterangan daii Seorang pejabatNoiaris, yaitu bahwa apa yang
dikatakan oleh pejabat/Notaris adalah sebagai yang dilihatnya dianggap benar terjadi
dihadapannya, maka kekuatan pembuktiannya berlaku bagi setiap orang®. Karena
akta otentik itu merupakan risalah dari pejabat/Notaris, maka hanyalah merupakan
bukti dari apa yang terjadi dihadapannya saja’".

Akta otentik/akta notadil tersebut merupakan alat bukti tertulis yang
mempunyai kekuatan pembuktian yang terkuat dan sempurna, sehingga dapat
menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut muncul dari sifat akta
otentik/akta notariil yang mempunyai tiga kekuatan pembuktian yaitu secara lahiriah,
formil dan materiil,

Kekuatan pembuktiﬁn secara lahitiah yang dimiliki oleh akta otentik,
menjadikan akta fersebut mempunyai kemampuan untuic ﬁembukﬁkan dirinya

sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan,

® Mertokusumo, op.cit., hlm.147.
® Ibid.
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sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdata®. Kekuatan pembuktian secara
formil, membuktikan kebenaran dari suatu akta atas apa yang disaksikan yakni yang
dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum dalam
menjalankin jabatannya®. Sedangkan kekuatan pembuktian materiil membuktikan
bahwa ist atau keterangan yang termuat dalam akta tersebut berlaku sebagai yang

benar terhadap setigp orang™,

e Tobing, op.cit,, hlm_55.
2 1bid., him 57.
? Ibid., hlm.59
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BAB I

PENUTUP

A.  KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka dspat diperoleh

beberapa kesimpulan berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, sebagai berikut:

1.

Peran Notaris berkaitan dengan penyelengparaan undian gratis berhadiah

- adalah untuk melegalkan/mengesahkan proses penyegelan dan/atau per

yang merﬁpakan bagian dari rangkaian penyelenggaraan undjan pratis

berhadiah. Selanjuinya Notaris membuat akta otentik mengenai pelaksanaan

undian gratis berhadiah dalam bentuk Berita Acara Penyegelan dan/atau

Berita Acara Penarikan,

a) Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 1; Pasal 1 angka 7; Pasal 15
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo.
Pasal 18, 19, 20, 21, dan 22 Peraturan Menteri Sosial Nomor
14A/HUK/2006 tentang Izin Undian jo. bagian V. Pelaksanaan
Undian angka 5, 6, dan 7 Lampiran Keputusan Menteri Sosial R.L
Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian izin
Dan Penyelenggaraan Undian Gratis.

b) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat Berita Acara

Penyegelan dan/atau Berita Acara Penarikan adalah Surat Keputusan
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dari Menteri Sosial R.I. mengenai pemberian izin pelaksanaan undian
pratis berhadiah yang dimiliki oleh pihak penyelengpara; syarat-
syarat pelaksanaan serta penyelenggara undian gratis berhadiah.

c) Bilamana tidak ada Notaris atau Notaris berhalangan hadir dengan
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan undian
gratis berhadiah baik undian langsung maupun tidak langsung, maka
Berita Acara Penyegelan dan/atau Berita Acara Penarikan dibuat oleh
Pejabat Departemen Sosial atau instansi sosial Provinsi untuk di-
daerah dan kemudian Notaris membuat Pernyataan Keputusan Rapat

- Undian- Gratis- berdasarkan Berita ‘Acara-yang. dibuat- oleh- Pejabat-
Departemen Sosial tersebut. .

‘Kedudukan Berita Acara Penyegelan dan/atau Berita Acara Penarikan yang

dibua-t secara notariil dalam pelaksanaan undian gratis berhadiah memiliki

peran yang‘sangat signifikan untuk menjamin kepastian hukum. Berita Acara

Penyegelan dan/atau Berita Acara Penarikan yang tic_lak dibuat secara notariil,

mengakibatkan penyegelan dan/atau penarikan dinyatakan tidak sah oleh

Departemen Sosial R.1.
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B.

SARAN

Dari kesimpulan diatas, maka sedikitmya penulis dapat memberikan saran

sebagai berikut :

1.

Bahwa untuk lebih menjamin dan melindungi tugas dan kewenangan Notaris
didalam pelaksanaan wndian gratis berhadiah, maka scharusnya Jandasan
hukum mengenai perannya tersebut tidak hanya diatur dalam Peraturan
Menteri dan Petunjuk Pelaksana dari Menteri, akan tetapi diatur dalam suatu
undang-undang tentang Undian. Sehingga peran dan kedudukannya dalam
membuat akta undian gratis berhadiah lebih dilindungi dan terjamin oleh
Perlu adanya peningkatan pemahaman mengenai tugas dan kewenangan
Notaris yang semakin mengalami perkembangan dan perluasan yang perlu

dicermati, dicart dan diketemukan oleh Notaris.
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MENTERI ZO81AL REPUBLIK INDUNESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA -

NOMOR : 14A / HUK /2006
TENTANG

IZIN UNDIAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : e

Mengingat : 1.

bahwa sesuai dengan perkembangan dan  dinamika

masyarakat, diperlukan upaya yang dapat mengakomodir

terhadap perubahan sekaligus dapat mengantisipasi serta
menangani  permasalahan yang  berkaitan dengan
penyelenggaraan undian;

bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan, pembinaan,
pengawasan, pengendalian dan penertiban di dalam rangka
penyclenggaraan undian, perlu menetapkan  Peraturan
Menteri Sosial RI tentang lzin Undian;

Undang-Undang Nomor 22  Tahun 1954 tentang
Undian (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 623);

-

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak

Penghasilan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
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Menctapkan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak

Penghasilan Atas Hadiah Undian;

5. Keputusan Presiden R Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban

Penyelenggaraan Undian:

. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
 Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor
171/M Tahun 2005:

. Peraturan Presiden Rl Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi. Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara RI. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005

. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit

Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI
Nomor 80 Tahun 2005;

. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tenténg

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial. :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG IZIN UNDIAN

o
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1.

0.

Undian adalah tiap-tiap kesernpatén yang diadakan oleh suatu badan untuk

mereka yang setelah memenuhi syarat - syarat tertentu dapat ikut serta
memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada
peserta-peserta yang ditunjuk scbagai pemenang dengan jalan undi atau
dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi
oleh peserta sendiri.

Badan adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah, Organisasi/Lembaga Sosial,
Organisasi Politik, Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan, Badan Usaha dan
Kepanitiaan.

Undian yang ada harga nominal adalah suatu undian yang diselenggarakan
dengan menjual kupon undian yang harga nominalnya telah ditetapkan
terlebih dahulu. ' '

Undian gratis berhadiah adalah suatu undian yang diselenggarakan secara
cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain.

Perbuatan lain adalah suatu kegiatan permainan atau penjualan barang/jasa
vang dijadikan sebagai syarat utama untuk mengikuti undian, yang bentuk
kegiatannya berupa promost langsung atau promosi tidak langsung.

Undian langsung adalah undian vang penentuan pemenang hadiahnyva
dilakukan secara langsung tanpa diundi, dalam waktu tertentu yang hadiahnya
dapat langsung diketahui; seperti dengan cara menggosok/mengerik atau cara
lain.

Undian tidak langsung adalah undian yang penentuan pemenangnya

dilakukan dengan cara mengundi kupon atau lembar bukti kepesertaan undian
lainnya dalam waktu tertentu. :
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(1)

)

~ BAB I
PENYELENGGARAAN UNDIAN

Pasal 2

Setiap penyelenggaraan undian harus mendapat izin terlebih dahulu dari
Menteri Sosial. -

lzin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat diberikan untuk kepentingan usaha kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
kegiatan vang berupa mempromosikan, menjual,. menawarkan dan /atau
membagikan kepada umum surat atau kupon atau fembar bukti kepesertaan
undian lainnya.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan
undian yang berasal dari luar negeri dan yang termasuk kegiatan sebagaimana

dimaksud pada avat (3) harus mendapat izin dari Menteri Sosial.

Pasal 3

Izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat
diberikan kepada Badan yang mengajukan permohonan dan telah memenuhi
persvaratan.

Pasal 4

Nilai keseluruhan hadiah undian dalam setiap kali periode penyelenggaraan
undian ditetapkan :

d.

b.

Untuk undian yang ada harga nominal sekurang-kurangnya 40 % (empat puluh
persen) dari keseluruhan jumlah harga nominal undian yang bersangkutan.
Untuk undian gratis berhadiah sckurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima
persen) dari jumlah keseluruhan biaya produksi.
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Pasal 5

Bagi penyelenggaraan undian yang hanya.dilakukan dalam lingkungan terbatas
untuk para anggotanya dan tidak ada unsur jual beli atau promosi, dapat dilakukan
tanpa izin dari Menteri Sosial. '

BAB Il
WEWENANG

Pasal 6

(1) Menteri Sosial berwenang unfuk :

1.

%]

Menolak permohonan izin penyelenggaraan undian apabila :

a. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

b. penyelenggaraan undian diperkirakan akan dapat mengakibatkan
timbulnya dampak negatif dalam masyarakat;

c. penyelenggaraan undian yang tidak bertujuan untuk membantu
pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial; :

d. jumlah dan jenis hadiah yang disediakan tidak dicantumkan dalam
surat/kupon undian atau produk yang dipromosikan tidak bermanfaat
dan/atau hadiahnva tidak dapat dideteksi terlebih dahulu oleh pejabat
pemberi izin;

e. adanya alasan yang sah menurut hukum dan demi kepentingan umum.

Menunda, mencabut dan membatalkan izin pelaksanaan penyelenggaraan

undian yang telah dikeluarkan dengan alasan :

a. untuk kepentingan umum;

b. pelaksanaan undian dipandang meresahkan masyarakat;

c. dalam melaksanakan keputusan izin penyelenggaraan undian terjadi
penyimpangan;

d. menimbulkan akibat sampingan yang negatif.

o

. Menetapkan batas waktu dan wilayah berlakunya izin penyelenggaraan

undian.
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4. Memperpanjang batas waktu izin penyelenggaraan undian untuk 1 (satu)
kali selama-lamanya 1 {satu) tahun.

5. Menetapkan salah satu badan untuk penyelenggaraan undian yang ada
harga nominalnya, apabila dalam waktu bersamaan terdapat lebih dari satu
badan yang mengajukan permohonan izin.

6. Mcnetapkan suatu  kegiatan tertentu yang diajukan- oleh pemohon
merupakan undian atau bukan.

7. Mengubah ketentuan izin penyelenggaraan undian yang telah ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Sosial.

(2) Perubahan ketentuan izin vang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 7, khususnya yang mengenai
tanggal dan tempat pengundian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bantuan dan
Jaminan Sosial atas nama Menteri Sosial.

(3) lzin penyelenggaraan promosi undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat-(3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial atas
nama Menteri Sosial. '

Pasal 7
Segala akibat yang timbul dari penundaan dan/atau pencabutan dan/atau
pembatalan berlakunya izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (1) angka 2 menjadi tanggung jawab pemegang
izin/ penyelenggara undian
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BAB IV
SYARAT-SYARAT, TATA CARA PERMOHONAN DAN BENTUK
KEPUTUSAN IZIN PENYELENGGARAAN UNDIAN
Pasal 8

Badan yang mengajukan permohonan izin harus memenuhi syarat sebagai
berikut : '

a. mempunyai akte pendirian atau akta notaris atau keputusan

pembentukan;
mempuriyai susunan pengurus/kepanitiaan;
¢.  mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
d.  menyebutkan pokok-pokok kegiatan dari badan yang bersangkutan;
e. mempunyai rencana kegiatan yang terinci yang akan dibiayai atau yang

akan diberi sumbangan dari hasil undian tersebut (untuk undian yang
ada nilai harga nominal); '

f.  mencantumkan produk yang akan dipromosikan;

g.  mencantumkan batas waktu/ periode penyelenggaraan undian.

Bagi badan yang salah satu kegiatannya bergerak di bidang usaha

kesejahteraan sosial selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), juga sekurang-kurangnya harus telah terdaftar pada

instansi sosial setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Bagi badan yang kegiatannya di bidang usaha perdagangan selain harus
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus
memiliki Surat [zin Usaha Perdagangan.

Fasal 9

Selain syarat-syarat sébagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menteri Sosial sesuai
dengan kewenangannya dapat menentukan syarat-syarat lain yang diperlukan.
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Pasal 10

Permohonan izin penyelenggaraan undian diajukan kepada Menteri Sosial secara
tertulis diatas kertas bermaterai cukup dengan dilampirkan : '

a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal §;
b. rekomendasi dari Pemerintah Daerah Propinsi setempat melalui Dinas Sosial
Propinsi.

Pasal 11/
- g

(1) 1zin penyelenggaraan undian diberikan dalam bentuk Keputusan Menteri Sosial

/ dan, dituangkan dalam kertas khusus yang diperuntukkan untuk itu.

/(2) Penyelenggaraan undian yang akan dilaksanakan dan belum memperoleh izin
dalam bentuk Keputusan Menteri Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat diberikan izin sementara vang dlkelmrkan oleh Sekretarls ]encleral atas
nama Menteri Sosial. —— NI - i

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk penyelenggaraan

undian yang bersifat mendesak dan penyelenggaraannya tidak dapat ditunda
lagi.

Pasal 12

(1) Dalam keputusan izin penyelenggaraan undian dicantumkan keterangan
sebagai berikut :

a. susunan jenis hadiah secara rinci beserta nilai harga/hadiah menurut
standdar pasar dan dalam hal ada perbedaan selisih harga sebanyak-
banyaknya 5 % (lima persen) dari harga pasar yang berlaku.
Wilayah penyelenggaraan;

Jangka waktu penyelenggaraan undian;

Tempat dan tanggal penarikan;

Cara pengumuman undian/penerima hadiah;

Jangka waktu penyerahan hadiah.

me AN o
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(2) Khusus bagi undian yang ada harga nominal selain mencantumkan keterangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam keputusan izin undian
harus dicantumkan juga maksud dan tujuan penggunaan hasil undian.

Pasal 13

(1) Dalam setiap lembar surat/kupon/bukti kepesertaan undian lainnya harus
dicantumkan antara lain :

0 oop

nomor dan tanggal keputusan izin penyelenggaraan undian;
wilayah peredaran surat/kupon undian;

perincian hadiah dan harga hadiah;

tempat dan tanggal penarikan;

jangka waktu pembayaran hadiah.

(2) Khusus bagi undian yang ada harga nominalnya selain mencantumkan
ketentuan sebagaimaria dimaksud pada ayat (1), maka pada setiap lembar
surat/kupon/bukti kepesertaan undian lainnya harus dicantumkan juga :

a.
‘b.

maksud dan tujuan penyelenggaraan undian;

harga nominal setiap lembar surat/kupon bukti kepesertaan undian
lainnya;

jumlah dan nomor urut surat/kupon bukti kepesertaan undian lainnya;

batas umur peserta undian bagi undian yang karena sifatnya perlu
pembatasan umur pesertanya.

BAB V
PEREDARAN, PENYEGELAN DAN PENGUNDIAN

Pasal 14

Lembar surat/kupon/bukti kepesertaan undian lainnya, hanya dapat dijual atau
diedarkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan izin
penvelenggaraan undian.

Pasal 15

Tata cara dan syarat-syarat peredaran lembar surat/kupon/bukti kepesertaan
undian lainnya ditetapkan dalam keputusan izin penyelenggaraan undian.

9
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Pasal 16

Untuk undian langsung sebelum lembaran surat/kupon/bukti kepesertaan undian
lainnya diedarkan, harus dilakukan penyegelan terlebih dahulu. '

Pasal 17

Untuk undian tidak langsung, sebelum dilakukan pengundian harus terlebih
dahulu- diadakan penyegelan terhadap seluruh [embaran surat/kupon/bukti
kepesertaan undian lainnya.

= oo,

(Pa's;ai 18 D

-

S —
Penyegelan terhadap lembar surat/kupon/nomor /bukti kepesertaan undian
lainnva dilakukan oleh pejabat Departemen Sosial dan instansi sosial Provinsi
setempat, dihadapan Notaris dengan disaksikan oleh penyelenggara dan
Kepolisian setempat untuk selanjutnya dibuatkan berita acara yang disahkan oleh
Notaris. '

Pasal 19

Pengundian hanya dilakukan terhadap penyelenggaraan undian tidak langsung
dengan ketentuan:

1. Telah dilakukan penyegelan terlebih dahulu sebagaimana ditetapkan dalam
Pasal 18.

2. Peserta undian telah memenuhi syarat dan sesuai dengan yang ditetapkan
dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Penycelenggaraan Undian,

»

Telah tersedia hadiah dengan jumlah dan jenis hadiah sesuai dengan yang
ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian.

Pasal 20

L4

Pengundian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
" 19, dilakukan oleh penyelenggara dihadapan Notaris dan bersifat terbuka untuk
umum dengan disaksikan oleh pejabat Departemen Sosial dan/atau instansi sosial
Provinsi serta Kepolisian setempat.

10
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Pasal 21

Setelah pelaksanaan péngundian sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 20,
dibuatkan Berita Acara yang disahkan oleh Notaris. '

Pasal 22

(1) Pelaksanaan penyegelan dan pelngund'ian yang tidak sesuai dan tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20,
dan Pasal 21 dinyatakan tidak sah.

(2) Penyegelan dan pengundian yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus dilakukan penyegelan dan pengundian ulang selambat-
lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal
dinyatakan tidak sah.

Pasal 23
Pelaksanaan penyegelan dan pengundian ulang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 hanva dapat dilakukan dengan izin Menteri Sosial atau pejabat yang
Jditunjuk. :

BAB VI
KEWAJIBAN PEMOHON IZIN DAN PENYELENGGARA UNDIAN
Pasal 24
(1) Pemohon tundian berkewajiban membayar biaya administrasi permohonan
izin untuk setiap penarikan/periode undian yang bersangkutan yang
besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, dan selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

(2} Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat
pengajuan permohonan izin dan telah memenuhi persyaratan.

1
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(4)

()

(6)

Pasal 25

Penyelenggara undian berkewajiban memungut pajak penghasilan atas
hadiah undian kepada setiap pemenang yang besarnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang—undangan yang bérlaku dan selanjutnya

disetorkan ke Kas Negara.

Pungutan pajak sebagaimana di_inaksui:l pada ayat (1) disetorkan ke Kas
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 26

Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan
pengundian, penyelenggara wajib mengumumkan daftar nama para
pemenangnya melalui media massa.

Hak untuk meminta/mengambil hadiah undian hapus/gugur setelah lewat
waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundian/ penarikan undian, kecuali
barang yang mudah rusak.,

Hadiah vang tidak tertebak/tidak diambil oleh pemenangnya wajib
diserahkan oleh penvelenggara kepada Departemen Sosial cq. Direktur
Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, selambat-lambatnya 60 (enam puluh)
hari sejak tanggal berakhirnya pengumuman pemenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Hadiah yang tidak tertebak/tidak diambil pemenangnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disalurkan untuk keperluan kesejahteraan sosial
dan/atau untuk menunjang kegtatan kesejahteraan sosial, melalui Sekretaris
Jenderal.

Hadiah yang tidak tertebak/tidak diambil oleh pemenangnya, penyalurannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), baru dapat dilaksanakan setélah batas
pengambilan hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

Hak untuk menerima/mengambil hadiah undian yang berupa makanan atau

barang vang mudah rusak, akan hapus/gugur pada saat barang tersebut
diserahkan kepada Departemen Sosial.

12
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(2)

(3)

(1)

)

b.

d.

Pasal 27

Penerima izin/penyelenggara undian berkewajiban menyampaikan laporan
secara tertulis mengenai hasil penyelenggaraan undian dalam waktu paling
lambat 30 (tiga puluh} hari setel’al{,gg yerahan/ pemberian thadiah kepada
para pemenang. k Tl LA

Bagi penyelenggara yang pengurusannya oleh pihak agensi, maka kewajiban
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
kewajiban pihak agensi.

Selain menyampaikan laporan hasil pelaksanaan undian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), bagi penvelenggara undian yang ada harga nominal
berkewajtban menyampaikan laporan penggunaan hasil penyelenggaraan
undian.

Pasal 28

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan kepada
Menteri Sosial dengan tembusan Gubernur dimana pengundian
dilaksanakan.

Dalam laporan tersebut harus dilampirkan :

Berita Acara pelaksanaan pengundian untuk undian tidak langsung

dan/atau Berita Acara Penvegelan untuk undian langsung yang disahkan
oleh Notaris. '

Daftar pemenang hadiah undian dan bukti tanda terima/ penyerahan hadiah
serta toto copy KTP/identitas diri lainnva yang masih berlaku- dari
pemenang. :
Daftar hadiah undian yang tidak diambil oleh pemenang/hadiah tidak
tertebak atau tidak ada pemenangnya (apabila ada).

Tanda bukti penyetoran pajak penghasilan atas hadiah undian ke Kas
Negara setempat melalui Bank Persepsi dengan menggunakan formulir
Surat Setoran Pajak Final (SSP Final).

» e ‘/j"‘\ ;“G—\ }
R N e b SR e,
;,)’..-C"‘ 4l AR
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BAB VII
PERAN PENYELENGGARA UNDIAN

Pasal 29

Setiap penyelenggara undian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat
(2), berperan membantu usaha kesejahteraan sosial.

Bantuan penyelenggara undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diwujudkan dalam bentuk dana sumbangan sosial yang diperuntukan bagi
keperluan sosial.

Pasal 30

Dana sumbangan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)
sudal diterima dalam kururt waktu penyelenggaraan undian gratis
berhadiah dilaksanakan. :

Besarnya dana sumbangan sosial disesuaikan dengan kebiasaan yang
berlaku. :

b

Pasal 31 )

,,.-.--—"""’/

Bagi penyelenggara undian yéng memberikan dana sumbangan sosial
diberikan penghargaan berupa padma award

Syarat-syarat dan tata cara pemberian penghargaan padma award akan

.diatur oleh Keputusan Menteri Sosial tersendiri.

14
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BAB VIII
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 32

Untuk terseienggaranya keselenggaranya undian yang tertib, aman, akuntabel,
transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
diperlukan pengawasan dan pengamanan baik prefentif maupun refresi.

Pasal 33

Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
selain dilaksanakan oleh petugas instansi yang berwenang juga dapat diberikan
kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 34

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ditunjuk oleh Menteri Sosial dan diangkat berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35
Tugas, wewenang, persyaratan dan fata cara pengangkatan/pemberhentian serta

organisasi dan tata kerja PPNS ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial
tersendiri.

BAB 1X
SANKSI

Pasal 36

Bagi penyelenggara undian yang tidak mendapat izin terlebih dahulu atau tanpa
izin atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan
Pemberian Izin Undian, dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.

15

Peran notaris ..., Anna Firman, FH Ul, 2008



Pasal 37

Bagi penvelenggara undian/penerima izin/pihak pengurus izin yang tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26
dan Pasal 27 dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan mengenai penyelenggaraan undian gratis scbagaimana ditetapkan dalam
Pasal 1 angka 4, akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial tersendiri. '

Pasal 39

[ o S o S R

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 17 Pebruari 2006

H.BACHTIAR CHAMSYAH, 8574“2
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" SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

M_oﬁtori'Nugarn Koordinator Bidang Kescjahteraan Rakyat.
Menteri Dalam Negeri.

‘Menteri Keuangan.

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala
Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial di lingkungan Departemen Sosial.
Para Gubernhur Propinsi di seluruh wiklayah Indonesia.

Para Kepala Biro, Inspektur, Dircktur, Kepala Pusat, Sekretaris

Itjen/Ditjen/Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosml di lmgkungan_

Departemen Sosial. :

Para Bupati/Walikota di Propinsi seluruh wilayah Indone51a

Kepala Bagian Organisasi, Hukum dan Humas pada Sekretariat Dxl]en
Pemberdayaan Sosial di lingkungan Departemen Sosial.

Kepala Bidang Bantuan dan Dokumentasi pada Pusat Penyusunan Perundang-
Undangan dan Bantuan Hukum Departemen Sosial, RI.
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O Toro:roan Tirbitas o, SNSRI

NOMOR : . -
T e
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Nomor : ‘-
- .BERITA- ACARA
PENARIKAN KUPON UNDIAN . s
ANSEEER: , <RSEROAN TERBATAS
N - R
— .
-- pada hari ini, #EEES, tanggal SEEEEN- (SEENENENRY ---

-~ Atas permintaan darl Direksi perseroan terbatas PT. R ---
A, berkedudukan di g, yakg akaris disebut nanti,
saya GRS, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Seeesemes,
déng-an dihadiri oleh'saksi-saksi yang akan disebut pada bagian-
akhir akta ini dan yang telah dikepnal oleh saya, Nofaris, —————
Telah beradé di Geduny O, YREFERNEENc -----—-
-, J:lan WOPEEIEEIEERY, G - SRy, untui ---—--
membuat Berita Acara Penarikan Kupon Undian —i -----
Berhadiah PR, tacggal STEEEER ( aapaigimest; ———-
N ), vaig diselenguarakan oleh Direksi --
perseroan terbatas PT. NN, itcrscbut. ———-=—-——um
-~ Pada penyelenggaraan/pelaksanaan tersebut telan/turut --—---
menghadiri/mengawasi dan melakukan penilalan terhadap ---------
penyelenggaraan Penarikan Kupon Undian uniiiiipeieRRBRuaa -
PT. *, tersebut, yaity ; ——--=--——
1. Tuan RN, T ektul perseroan —=-—---
. terbatas PT. (NI, beikedudukan of WENGEOR ; --

-- menurut keterangan dalam hal ini bertindak dalam ---—--——--

jabatan tersebut. wr=——mrmm s o e oo
7. Tuan DN, Pcoinpin Cabang perseroan terbatas —--—

l\PT- N, C:bang WA ; - --—---——-- -
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Noluls 3 oumiomppgyr -+

Y

3. Tuah AESEERMSSENGNNENY, Peulnpin Cabang perseroan =-----

terbatas PT. ’_. Cabang WENEEENR.: ----- ———

4 Tuan” WS ROt Sarjana L"RU'homi,. ————
“ Pemimpin Cabang perseroan terbatas PT. --'_:. --
Cabang _ U S P

5. Yuan --“ Hegister sains, ~=--

* - Kepala Seksi Organlsasl Sosial Dinas Kesejahteraan Sosml--

Propins 1wy bertempat tinggal di aewmmmms, Jalan -------
SRR, Ccs: WEE, Kecamatan NN s
“gmiasnt, Kota WEENEEEER ; -----——------- e

6. Nyonya GSEEEMSmESRNY , Kspala Sub Baglan-Sosial Biro ---
l Kesejahtera,qn Dan Pemberdayaan_Perempuan Propinsi " b
7. Nyonya ooniRRNRNN:, Biro Kesajahteraan Dan.Pémberdayéai
I Perempuan P'r"ﬁp’i'li's‘f_- B e e
8. Hyouya “' Dinas Kesejahteraan Sosial -—---
l ‘Propinsi W ; - e
2. Tuan _,,.Perwakilan dari Kepohsian =

[ Sektor NN ; ---—--~-—==-= - == R ——~--
(]
10.Tuan MuEeuENY , Pervakilan dari Kepolisian --—--—
sektor WG ; --- - oL

Dah para hadirin serta undangarn -lainnya yang turut mengawasi--

dan melakukah penilikan. =-=——-- e

- Untuk penyelenggaraan Denarlkan undian® bérhadiah Tabungan'-

m masa tanggal ST (VeapEEENEmE -
m. . COERSEEN, e ke dudukan
di eeegampm ., telah mendapat ijin darl Pemerintah Propinsi ----
~M scbagainana ternyata dalam Surat dari Pemerintah Provins
S tangga] AEEETNES (smmUERE ST
nomor : <N, tcntang pemberian izln penyelenggara
undian gratis berhadiah kepada PT. iGN —

h\\-.._

Peran notaris ..., Anna Firman, FH Ul, 2008

& T



ﬁ, dantyuntuk keperluan inl ‘asli.-dari surat pemberitahuan

tersebut.-telah diperlihatksn képadad wsaya, -Notarls dap serem—e——-

selan}utnya ‘foto copynya '-dil-&kstkanfpada lnuta-akta-dnde -

- == Untuk undlan tersebut diatas bardasarkan -Surat -tersebut, -

telah disediakan beberapa jenis hadiah-yaity, sebagai- berikut =
1. Hadiah Utama berupa: 1 -{satu)-umit Hobil S - A -

l . Type HI g, =memmiwosism e T & -

I1. 'Hadiah'-j@es'atu berupa 3 (tiga) unitisepeda motor Nmmmim ~

L W oo o -
- o - -

II1. Hadiah Kedua berupa 5 (lima) unit televisi flat 29" (dua~-

iy l . puldh sembilan Inci) Herk SmmeEmS ; dan: N .

I¥. Hadiah Ketiga berupa & :(enam) unit lemari es 2. (dua) .

' : p_intu’- merk D . .~ - R L
-~ Pelaksanaan penarikan undian-berhadiah -Tiisgey @R -~--—--
W MK, tanggal - MRSRENNEY (S5 WA - mmm - SN -
don o WPEN), perserodt terbatas PT. M R in] --

didahului dengan e e 1 : e -

e

_— Penyegelan -wesin undian oleh saya, Notaris yang didalamnya --

berisi-honor-undian dan disaksikal-oleh para saksl dap -———=
unhdangan ;--*——--:—---‘-—'--'—---—--.- ------------------------- S
- Sambutan dari-Bapak Pifpinan Cabang —* Derseroan —-----
terbatas PT. ENWSSEERESNMNGR, berkedudukan di Smmsiser, dan-
kemudian dilanjutkan de-ngan"bémbacaar_: ‘teknis penarikan .Kupoh-
undian oleh saya, Notaris; --------------------- T e

- Penamkan undian berhadiah m Tahun

‘A (SeeSE), PT- _ tersebut diikuti --

olei seluruh Cabang-di Indonesia sebanyak W (@EENE) Cabang,-—

vaity ; -——-——-sommem e R Eiaiatntb S

i. pT. oA C:bang SO ; - -ri--——-—-

2. PT. SO AJPUEEER C:abay RN NS E————

T~
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—

3. PT. R Cabang e ; ------- e

4. PT. onmEEERRNT Cabang WA ; ----- - S
5. PT. _ Cabany Wl ;- ---~oe-- oo -
T e — ————— -
T U S P —

‘8. PT. RSK ASNNNMSENON Cabang SENWEENED ; -----------=-==—

«|- =—-S¢lanjutnya penarikan ondian tersebut diatas telal —————--

dilaksanakan dengan disaksikan/dihadirl oleh seluruh ———re—-
wakil-wakil dari bimpinan Cabang PT. NS ABNEENRNS solurul
Indonesia, wakil-wakil dari Dipas Kesejaﬁteraan Sosiai Dasral
Propinsi BB, Biro Kesejahteraan dan Pemberdayaan --. --------
Perempuan Propinsi SR, Wakil darl Kepolisianl Sektor'-—

s scbagian hasabah dan para undangan, "yarg pelaksanéam

sebagal berikut : 2 b S ™ — T

“~- Tata cara dan belaksanaan penarikan undiannya adalah ——-——

sebagal bepikut : =-——o--ssomem oo

I. nlat-alat yvang dipergun'akan e -—= i
'[:‘1. Seperangkat 'mest'n -elektrik yang dilengkapl dengan 10 -
: (sepuluh) buah tabung kecll-kecil yang-te_mbus pandang
] --'dehgan tombol penggérak (vany dipakai hanya 7 tabung)

masing-masing tabung berisi bola -pingpong bernomoi 0

~(nol) sampai nomor 9 (sembilan) ; -- -
-~ Untuk ‘membedakan angka 9 (sembilan) dan & (enam) -
bada bola-bola pingpony yang tersimpan pada -—--------
tabung~tabung kecil pada mesinp elektrik tersebut maka

diatur ‘bahwa dibawah angka ¢ (sembilan) diberl tanda

T [ ~i‘.'sepet*angkat Komputer ; -ro-—meemm e s e

1I. Nomor-nomor yang diundi ;- —~---~=---mmmmmmmm oo oo

- I\--—_'Nomor undian berhadiah ToummSee TR, PT. R j—
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;L Holaris SrSRSRERNENET

dlbes

S yang diundl -adalah ROROR -+ Fme it
-:Nopor G -sanpai dengan-nomor S untuk seluruh -
[ cabany - SENNSER ¢17seliruh Indonesia. ~w--=sroe-—

[ IIT. Tata Cara Penarikan Undian. -__--_-..-_---_-..__,--_,___,;-_..

|

1.

" melakukan pemencetan -tombdl ; —~-rse—

Penarikan Undian dimulai dengan penarikan 6 (enam) ----

hadiah Ketiga dilanjutkan:dengan penarikan 5 (lima} ---

‘ hadlahKedua,-3(tiga) hadiah Kesatu dan 1 (saty) -----

hadial Utamé. dengan mendggunakan mesin undian '; -------

. -Pemencetan towbel mesim undian dilakukar-oleh nasabah -

atau hadirin dan karyawan bW dilarang vituk -—-------

Ruang--boia pingpong diisi deng&n"bola.'pingpong vang —-—

-dibari nomar 0 (nol) sampai -dengaﬁ-?- (sembilan) ; —~==—

Ruang bola ‘pingpong yang-diisi disesvalkan dengan digit-

© ydng-ada pada-nomor-Kupon-unidian, —sem—cr—messmmme—y e

- Untuk pomsieste B dilsi sebanyak 7-(tujuh) ruang bola-

{ii} Ruang II (Kedua) sampai dengan Ruang VII ——=c-—==- -

‘pingpong,~yaltu-: - - e

{1} - Ruang I {Kesatu) dilsi &+{enan) bola, --—-r—- -

“-| = - masing-wasing bola 0°(nol).: -3 {tiga) bola dan --

" bola 1 (satu) sampal dengam 3-(tigd) =-3 (tiga) -

~ (ketujuh) masing-masing diisi 10 (sepuluh) bola,

-yaitu bola 0 (wol) sampai dengan bola 9 -—~--———--

{sembdlan) ;% B~ e

Hasil~hasil dari penarikan Undian Berhadiah ‘fabungah -~----

W PT. N R , Ty U S
o) adzlah sebagai berlkut : --------—mmmeeem oo

A.

Had}ah Utama berupa 1 (satu) -unit Mobil ruugitmies YR

lj HI; jatuh pada : --m-—mmmommem o e
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7 heotaris ©) weT———

' mmor kodsa cabéng/‘nomor kupon : 0229918 ; —-r——--——t
Nomor rekening : CUNWERENE | —------~-—--—-- -
atas nana SUNPEMENERSNRNS, Cabang TR ; --~-----

|

1' B.; Hadiah Kesatu berupe 3 (tiga) unit sepeda motor R

TR SR Wm, jatuh pada : -—- - 7
1. ' Nomor -kode cabang/nomor Kupen : 0978238 ; —----—
Nomor rekening : GEEEEREES ; - e
atas nama“, [ e

la-e

Nomor- kode cabang/nomor Kupon : 0723630 ; =——--
Nomor rekening :-wigiES ; = -

atas nama IR, Cabang=Melebe ; -----—-
Nomor kode cabang/nomor Kupon : 0696443

Nomer rekening : e ; ---

-atas - nana - SETTRNEREERD 9, (:bang —-—-
; l C. Hadiah Kedua berupa 5 {1ima) unit televisi flat 29" -

“(dua puluh sembilan inci) Merk DN, jatuh pada

{1

Nomor- kode cabang/romor kupon :-0315874 ; ——————

Homor rekening : VNNENEEER ; ——---c------eveem

atas nams GAVNEENNNENRS, SRRy ; -
d d

Homor kqde cabang/namor Kupon : 0044946 ; 4-4-j-

Nomor-rekening : SEENENENOS, ; ——--——--— e
atas nana SUEENRY VNN SENNS, C:bang -———
e —oeee e

- Nomor Kode cabang/homor Kupow : 0895740 ; ~--—--

Nomor rekening : A - -— -

atas nama JEEERENENELC:0ang SEEEEEN ; ---—---—

-i 4. -ﬂomor kode cabang/nomor Kupon : GB07609 ; F-j-l-

: Nomor rekening : NN ;,““""". """""

atas nama m W Cabang ~-—-

3 SHEE memem e e —
T
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tang'gél sepert!-tertui-l's- pr‘ada-aw.;al sokall akta ifrd dengan ——
: dihadiri saksl-saksl. ::-wmemomommmmmeme o R
1. Nyonya +HEmNEMENRIEN:, Memms wwowm, 12hir df ----
“ pada tarrggan ( S ‘.
S %-J'. Warga 'Negara Indonesia
Pegawal _ﬂotaris,-‘-bertempat tinggal- di m -
~ Desa m. Kecamatan pesniiillem, Kabupaten -----

2. Nyonys MuSENRRSWEEW, 1atir-l SSWER, pada tangedl -
[ e (m’-_-__- ——
e warg-a Negara Indonesia, Pegawail Notaril
bertempat tinggal di -_w-———n -
romor il Desa Ty, Kecamai_:an.-u,‘ ‘Kabupaten

keduanya dikenal oleli saya, Hotairis. T -

-- Segera setelah akta ini saya, Wotaris bacakan kepada para

penghadap dan papa saksl, lalu akta ini ditandatangani --—---

oleh par:a saksi dan.saya,. Notaris. ‘ 5

-- Dilangsungkan dengan ‘tanpa tambahan._ tanpa coretan dan ——3

tanpa- coretan dengan ganti. - ———

~- Minuta akta.iIni telah ditandatangani dengan sempurna. —

"DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN"
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- P e—— e
Dafar Pamen'alig Undian m
- s

L Mob:.l Daihatsu '}CENIA' 'I‘ype MI *) , r

FE H
1 9220918 0204086977 DJUNAEDI SsuToPO : CABANG MALANG -4 .:
3 Sepeda Motor 'HONDA SUPRA FIT' New *)
1 0978238 0434000880 SURYADI CAFEM BERTAIS . -
2 0723530 0404058536 I GEDE SODA : " CABANG MATARAM
30 0R96443 (404032140  AJENG SURYA 1 GUSTIPUTU T CABANG MATARAM
5 TV ‘-FL_AT 29" Merk 'PANASONIC'
1 UMS874 0224004635 EKOPURNAMADEWI  © - ' -CAPEMLAWANG
0044946 | 0004005207 SUSANTO PRASETYO BOENTDRO . 4 (‘ABANG BONGKARAN -
370895740 - 0414011853 1, NELLY'S " CAPEM AMP
" 4- 0807609 0404070461 .A.BUDHIYONO[ANTONIUS R " CABANG MATARAM ~
5 0222562 0204073403 “SUKRI PAWIRA cwms MALANG
6 LEMARI ES 2 Pintu Merk 'PANASONIC'
§ 0865100 04140098411 IWANTANAYA . CAPEMAMPENAN 2
2 0749588 . ‘0404066089  BPR PITIH GUMARANG.PT | CABANG MATARAM -
3 095038 0424010070 . THOKADFING -0 3 CAPEM CAKRANEGARA
4 0513243 030-04-10635-4  YUDY HERMAWAN - . - - _CABANG DENPASAR 7+
5 0722012 0404058636 .1 GEDE SODA k _CABANG MATARAM © - -
- 6. 0040793 00010032668  YOHANES MARIA RA - CABANG BONGKARAN
PT. BANK ANTARDAERAH . 7 SAKSIT -

SAKSI 11

*} OH The Road
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